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DAFTAR SINGKATAN

AIDS
ART
Babinsa
BCC
BClI
BHP

bv

CST

Kemenkes
Dinkes
Dinsos
DPRD
dta

dts

dtv

FHI
GFATM
GO
HAM
HIV
IBBS
IDU
IMS

IPP
Juklak
Juknis
Kamtibmas
KD
KDS
KIE

KL
KOH
KPA
KPAK
KPAN
KPAP
KPP
KT/ CT

Acquired Immuno-Deficiency Syndrome

Terapi Antiretroviral

Badan Pembina Desa

Behavior Change Communication

Behavior Change Intervention

Bahan habis pakai

Bacterial vaginosis

HIV Care, support and treatment (perwatan, dukungan dan
pengobatan bagi ODHA = PDP)

Kementerian Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Sosial

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Duh tubuh anus

Duh tubuh serviks

Duh tubuh vagina

Family Health International

Global Funds for AIDS, Tuberculosis and Malaria
gonore

Hak azasi manusia

Human Immune deficiency Virus

Integrated Biological and Behavioral Survey = STBP
Injecting Drug User

Infeksi Menular Seksual (= STI)

Intervensi Perubahan Perilaku

Petunjuk pelaksanaan

Petunjuk teknis

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Kelompok dukungan, klien yang mendapat dukungan
Kelompok Dukungan Sebaya

Komunikasi Edukasi dan Informasi

Koordinator lapangan

Kalium hydroxide

Komisi Penanggulangan AIDS, AIDS Control Commission
Komisi Penanggulangan AIDS Kota/Kabupaten
Komisi Penanggulangan AIDS Nasional

Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi
Komunikasi Perubahan Perilaku

Klamidia Trakomatis/ Chlamydia Trachomatis
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KTS
LSL
LSM
M&E
M&E
MARP
MDG
MK
MKD
MSM
Muspika
NaCl
Napza
NG
NGO
ODHA
ORW
P2ML
P2PL
PCR
PDP

PE
PEP/PPP
PKPK
PL
PLWHA
PMN
Pokja
Polri
PPB
PPSDM
PPT

PRI
PRK
Promkes
Protap
PS

PSP
PSW
Puskesmas
RNA
RPR

RS
RT/RW

Konseling dan Tes Sukarela (lihat juga VCT)
Laki-laki Seks dengan Laki-laki

Lembaga Swadaya Masyarakat

Monitoring dan evaluasi

Monitoring and Evaluation

Most at Risk Population

Millennium Development Goals

Manajer kasus

Monitoring kualitas data

Male Sex with Male

Musyawarah Pimpinan Kecamatan

Natrium klorida (sodium klorida)

Narkotik, alcohol, psikotropika dan zat adiktif lain
Neisseria gonorrhea

Non-government Organozation (=LSM)

Orang dengan HIV/AIDS

Outreach worker = petugas penjangkau
Pemberantasan Penyakit Menular Langsung
Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Polymerase Chain Reaction

perwatan, dukungan dan pengobatan bagi ODHA (CST)
Peer Educators = pendidik sebaya

Post Exposure Prophylactic/ Pencegahan Pasca Pajanan
Penjaminan Kualitas dan Peningkatan Kualitas
Petugas lapangan

People Living with HIV / AIDS (= ODHA)
Polimorfonukleus, salah satu jenis sel lekosit
Kelompok kerja

Kepolisian Republik Indonesia

Pengobatan Presumtif Berkala

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Depkes)
Periodic Presumptive Treatment (=PPB)

Penilaian Risiko Individu

Penilaian Risiko Kelompok

Promosi kesehatan

Prosedur tetap

Penjaja seks

Penjaja Seks Komersial Perempuan

Penjaja Seks Waria

Pusat Kesehatan Masyarakat

Rapid need assessment = penjajagan kebutuhan cepat (PKC)
Rapid Plasma Reagin

Rumah Sakit

Rukun Tetangga/Rukun Warga
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RTL
SCP
SST

ST
STBP
STI
TB DOTS
TNI
TPHA
UPK
VCTC
VDRL
Waria
WHO

Rencana Tindak Lanjut

Survei cepat perlaku

Serum Separated Tubes (Tabung pemisah serum dengan Clot
Activator)

Sarung tangan

Survei Terpadu Biologi dan dan Perilaku

Sexually Transmited Infection (= IMS)

Tuberculosis Directly Observed Treatment Short course
Tentara Nasional Indonesia

Treponema Pallidum Haem-agglutination Assay

Unit pelayanan kesehatan: sarana Layanan kesehatan
Voluntary Counseling and Test (lihat juga KTS) Center
Venereal Disease Research Laboratory

Wanita pria

World Health Organization
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PEDOMAN NASIONAL
PENGENDALIAN INFEKS
MENULAR SEKSUAL

PENDAHULUAN

Infeksi Menular Seksual (IMS) dan Infeksi Saluran Reproduksi (ISR)
merupakan satu diantara penyebab penyakit utama di dunia dan telah
memberikan dampak luas pada masalah kesehatan berupa kesakitan dan
kematian, masalah sosial dan ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia.

Kegagalan menemukan dan mengobati IMS/ISR pada stadium dini dapat
menimbulkan komplikasi serius dan berbagai gejala sisa, pada ibu antara lain
berupa infertilitas, kehamilan ektopik, infeksi daerah pelvis, kanker saluran
reproduksi, pada waria berupa kanker daerah anogenital dan pada bayi
berupa kelahiran prematur dan lahir mati, serta infeksi baik pada neonatus
maupun pada bayi, termasuk infeksi kongenital. Keadaan tersebut ikut
menyebabkan tingginya angka kematian ibu dan bayi.

Di samping itu IMS dan ISR diketahui juga mempermudah penularan HIV
yang selanjutnya dapat berkembang menjadi AIDS dengan tingkat kematian
yang tinggi. IMS juga merupakan petunjuk tentang adanya perilaku seksual
berisiko tinggi. Prevalensi IMS yang tinggi pada suatu populasi di suatu
tempat merupakan tanda awal adanya penularan HIV, walaupun prevalensi
HIV masih rendah.

Terdapat kaitan erat antara penularan IMS/ISR dan penularan HIV. Secara
keseluruhan, IMS/ISR dapat meningkatkan risiko penularan HIV melalui
hubungan seksual sebanyak 3 hingga 5 kali lipat. Secara khusus, IMS/ISR
yang ulseratif bahkan dapat meningkatkan risiko penularan HIV hingga 300
kali lipat pada paparan yang tidak terlindung. Keberadaan dan semakin
luasnya infeksi HIV dan AIDS telah memberi pengaruh besar terhadap
penatalaksanaan dan penanggulangan IMS/ISR.
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Berkaitan dengan semua hal tersebut, maka adanya strategi global, regional
dan nasional untuk pengendalian IMS/ISR secara bersama dapat menyediakan
upaya kesehatan masyarakat yang cost effective. Upaya tersebut juga ikut
mendukung tercapainya Millenium Development Goals (MDG’s) untuk
mengatasi kematian ibu dan bayi serta mengendalikan penyakit HIV/AIDS

INTERVENSI TERARAH DALAM MENGURANGI
TRANSMISI HIV DAN IMS

Penularan IMS dapat dikendalikan melalui penjangkauan populasi berperilaku
risiko tinggi seperti penjaja seks (intervensi terarah) dan para pelanggannya
dengan program intervensi yang efektif. Alasan mendasar dari program
intervensi terarah kepada penjaja seks adalah karena mereka merupakan
pelaku utama dari terjadinya penularan, dalam hal:

Banyaknya jumlah pasangan seks per hari

Tingginya prevalensi IMS diantara mereka

Perilaku yang berisiko tinggi

Rendahnya pemakaian kondom saat transaksi seksual berisiko

oo g

Mereka merupakan kelompok vyang paling potensial untuk terjadinya
penularan, meskipun jumlah mereka relatif sedikit. Oleh karenanya,
pengendalian transmission hub tersebut akan memberi dampak pada
pengendalian IMS dan HIV.

Program intervensi meliputi komponen sebagai berikut:

1. Lingkungan yang memberdayakan (Enabling environment) dengan
penguatan para pemangku kepentingan (stake-holder), agar akses
intervensi ke dalam lingkungan seks komersial meningkat yaitu melalui
advokasi, dan pemberdayaan sehingga terpanggil untuk berperan serta.

2. Penjangkauan (outreach) dan pendidik sebaya (peer education) untuk
melaksanakan Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP)

3. Manajemen pengadaan dan distribusi kondom untuk menjamin
ketersediaan kondom yang cukup di lokasi intervensi

4. Layanan klinik IMS yang komprehensif dan kuat

5. Monitoring dan Evaluasi

! WHO- SEARO, Regional Strategy for STI Prevention and Control 2006-2015
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PENGALAMAN TENTANG PENGENDALIAN IMS

PPB pada PSP

Dari pengalaman global yang ada, di daerah dengan prevalensi IMS yang
tinggi dan akses layanan kesehatan yang kurang, intervensi jangka pendek
dapat mengurangi angka kesakitan IMS yang dapat disembuhkan dengan
melakukan pengobatan presumtif berkala (Periodic Presumtive Treatment).
Intervensi yang dilakukan meliputi satu kali pemberian pengobatan secara
presumtif kepada kelompok berperilaku risiko tinggi dengan prevalensi IMS
yang tinggi, promosi penggunaan kondom, tatalaksana IMS secara pendekatan
sindrom dan laboratorium sederhana (hasil pada Gambar 1).

Gambar 1: Prevalensi gonore dan klamidia trakomatis pada Penjaja
Seks setelah diberikan intervensi dengan pengobatan
presumtif di beberapa negara?
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Pengalaman lain adalah pemodelan di 4 kota di Indonesia (Semarang,
Surabaya, Banyuwangi dan Denpasar) dengan menerapkan 3 kali Pengobatan
Presumtif Berkala (PPB) yang diberikan dalam selang waktu 3 bulan sebanyak
3 kali menunjukkan hasil penurunan angka IMS yang bervariasi (Gambar 2).

Angka penggunaan kondom secara benar dan konsisten oleh penjaja seks pada
setiap transaksi seks mempunyai dampak yang nyata.

2WHO- SEARO, Regional Strategy for STI Prevention and Control 2006-2015
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Gambar 2: Prevalensi gonore, klamidia trakomatis dan sifilis

pada Penjaja Seks Perempuan (PSP) sebelum dan setelah
pelaksanaan PPB di tiga kota (2007)
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Gambar 3: Penggunaan Kondom dan Prevalensi Gonore dan Klamidia
pada Penjaja Seks Perempuan (PSP) setelah Penerapan
Program Pengobatan dan Kegiatan Promosi Kondom di Batu
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Pengalaman lain dari Provinsi Kepulauan Riau, tepatnya di Kabupaten Bintan,
pemberian pengobatan IMS secara presumtif berkala dengan menggunakan
paduan obat sefeksim 400 mg + azitromisin 1 gm dosis tunggal, selama 3 kali
dengan selang waktu 1 bulan disertai dan diikuti dengan pemeriksaan skrining
IMS secara rutin berkala, memberikan hasil penurunan gonore dan klamidia
secara nyata meskipun pada awalnya pemakaian kondom belum meningkat
(Gambar 3).

PPB pada Waria

Pengalaman PPB pada waria masih sangat terbatas, belum ada data
internasional yang dapat dijadikan acuan. Pengalaman dari PPB di Indonesia
tahun 2006 dengan melibatkan 4 kota hanya menyertakan waria di satu lokasi
yaitu di Kota Surabaya.

PPB pada Laki-laki Seks dengan
Laki-laki (LSL)

Pada saat ini belum banyak informasi epidemiologis IMS di kalangan LSL.
Hasil Surveri Terpadu HIV dan Perilaku (STBP/Integrated Biological and
Behavioral Survey) tahun 2007 menunjukkan angka prevalensi IMS yang
paling rendah (19-22% untuk CT; 15% untuk NG) bila dibandingkan dengan
kelompok risiko tinggi yang lain seperti PSP dan Waria, namun lebih tinggi
bila dibandingkan dengan pria risiko tinggi.

Pada pelaksanaan program pengendalian IMS pada kelompok LSL masih
banyak kendala yang dihadapi berhubung hingga saat ini LSL tidak mudah
untuk dijangkau, sehingga sulit untuk melaksanakan PPB pada kelompok
tersebut. Di samping itu, secara internasional pun belum ada yang
melaporkan efektifitas PPB dalam mengendalikan IMS di kalangan LSL.
Kemungkinan yang dapat dilakukan adalah menyediakan layanan
pengobatan yang efektif pada mereka yang bergejala dan mengunjungi klinik
IMS yang ada.
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SITUASI DI INDONESIA

Prevalensi IMS

Di Indonesia lokasi transaksi seks komersial terdapat hampir di setiap
kabupaten/kota. Prevalensi di hampir semua lokasi disebabkan oleh karena
masih terus berlangsungnya perilaku yang berisiko, rendahnya penggunaan
kondom pada transaksi seks, akses pada layanan kesehatan yang masih
terbatas. Survei yang dilaksanakan pada tahun 2005 menunjukkan bahwa
prevalensi infeksi gonore, klamidia dan sifilis di antara para pekerja seks
adalah 39, 47 dan 10% di lokalisasi dan 24, 37 dan 17% di penjaja seks jalanan?.
Tingginya prevalensi IMS tersebut akan mempercepat penularan HIV di
populasi berperilaku berisiko tersebut.

Hasil estimasi jumlah Penjaja Seks
dan pola mobilitasnya

Pada estimasi yang dilaksanakan tahun 2006 diperkirakan di Indonesia
terdapat 221.120 PSP dengan 3.161.920 pelanggan, 28.130 waria dengan 83.130
pelanggan* yang terancam akan tertular HIV. Mobilitas yang tinggi dari para
penjaja seks akan mempercepat penyebarluasan IMS dan HIV di seluruh negeri
yang juga melibatkan masyarakat berisiko rendah seperti ibu rumah tangga
dan lainnya, yang dijembatani oleh para pelanggan penjaja seks.

Layanan yang tersedia pada saat
sekarang

Upaya pengendalian IMS yang saat ini tersedia terdiri dari upaya pencegahan
dan pengobatan IMS melalui kurang-lebih 239 klinik IMS di 33 provinsi.
Sarana pelayanan IMS tersebut perlu diintegrasikan ke dalam sistem
pelayanan puskesmas di tingkat kecamatan atau rumah sakit di tingkat
kabupaten/kota. Pelayanan yang ada didukung oleh organisasi sosial/LSM
yang bekerja sebagai tenaga penjangkau populasi sasaran. Namun karena
keterbatasan sumber dana dan sumber daya serta kapasitas teknis dari para
pelaksana, kurangnya pengetahuan atau tingkat kesadaran kesehatan dari para

3 MOH, FHI, Reproductive Tract Infection Survey, 2005
* MOH, Estimation of National High Risk Population, 2006
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penjaja seks tentang IMS dan HIV serta pilihan mereka untuk berobat ke
dokter praktek swasta atau mengobati sendiri penyakitnya, maka cakupan dari
pelayanan publik tersebut selalu rendah. Lebih-lebih pada saat ini keberadaan
pendidik sebaya (peer educator/PE) maupun LSM yang telah diketahui sangat
efektif masih sangat langka. Di samping itu, layanan klinis IMS yang tersedia
pada saat ini pada umumnya hanya mencakup pemeriksaan IMS pada vagina,
sedangkan untuk pemeriksaan rektal masih sangat terbatas baik sarana
maupun ketrampilan petugasnya.

Penguatan Sistem Layanan

Klinik IMS yang ada masih perlu diperkuat dalam melaksanakan pelayanan
kepada klien. Terutama dalam pemberian pengobatan presumtif ataupun
dalam melaksanakan pemeriksaan IMS rutin dengan pendekatan sindrom dan
laboratorium sederhana di kliniknya. Klinik tersebut perlu didukung oleh PE
dan tenaga penjangkau yang dapat membantu melaksanakan intervensi
perubahan perilaku, pemeriksaan skrining secara teratur dan berkala dan
pengobatan yang efektif. PPB atau pengobatan presumtif berkala dapat
dengan cepat menurunkan prevalensi IMS namun harus ditunjang tatalaksana
klinis IMS yang komprehensif, intervensi perubahan perilaku dengan
penggunaan kondom yang konsisten yang akan menjaga agar prevalensi tetap
rendah sehingga akan membatasi penularan IMS ke masyarakat umum. Kalau
tidak, PPB hanya akan menimbulkan resistensi obat yang digunakan.

TUJUAN

Tujuan Umum:

Tujuan umum dari program adalah menurunkan IMS secara cepat dalam
waktu tertentu untuk menahan laju penularan HIV.

Tujuan disusunnya buku ini adalah untuk memberikan pedoman pelaksanaan
dalam memperkuat upaya pengendalian IMS secara komprehensif dengan
pengobatan presumtif berkala untuk mengurangi secara cepat prevalensi IMS
di daerah kelompok berisiko dengan prevalenssi IMS yang tinggi.
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Tujuan Khusus:

o Pengobatan presumtif berkala dalam jangka pendek, untuk memotong
rantai penularan dan mengurangi prevalensi IMS secara cepat disertai
dengan butir berikut

« Upaya pencegahan dengan promosi kondom.

« Intervensi perubahan perilaku untuk pemakaian kondom dan mengakses
pengobatan IMS yang efektif.

o Pemberdayaan dan pelibatan masyarakat, seperti para pemangku
kepentingan setempat, kelompok dukungan sebaya, mucikari, lembaga
swadaya masyarakat dan lain-lain.

« Sebagai upaya pencegahan penularan IMS secara intensif dan tatalaksana
kasus yang komprehensif.

MODEL INTERVENSI

Definisi

o Program Pengendalian IMS Komprehensif suatu program yang meliputi
kegiatan:

Program pencegahan (dengan menggunakan kondom sebagai alat
pencegahan) dan pengobatan IMS (baik pada dewasa maupun
congenital

Penguatan sistem yang ada (sarana pelayanan kesehatan pemerintah
dan swasta) untuk menyediakan layanan pencegahan dan pengobatan
dalam program pengendalian IMS.

Memperkuat hubungan antara sarana pelayanan IMS dengan para PSP
melalui kegiatan penjangkauan dan kegiatan pendidik sebaya serta
melalui mobilisasi komunitas.

+ Kegiatan pencegahan dalam pengendalian IMS meliputi intervensi
perubahan perilaku ke arah perilaku seks lebih aman melalui pendidik
sebaya, media komunikasi (cetak maupun audio visual) untuk
memberdayakan PSP serta melibatkan komunitasnya, agar mau

> WHO, Periodic presumptive treatment for STI — programmatic and research guidelines
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menggunakan kondom dan pengobatan profilaksis guna mencegah
penularan IMS selanjutnya.

o Mobilisasi masyarakat berupa advokasi dan informasi serta melibatkan
para pemangku kepentingan (termasuk polisi, penjaga gerbang, tokoh
masyarakat, mucikari, dll.) untuk membangun pengertian dan lingkungan
yang mendukung kesehatan di daerah seks komersial setempat.

« Pengobatan dalam program pengendalian IMS meliputi pemeriksaan IMS
secara berkala pada PSP yang bergejala maupun tidak (routine screening),
tatalaksana kasus IMS dan pengobatan presumtif pada kelompok
prevalensi tinggi.

« Tatalaksana kasus IMS meliputi:

Pengobatan dengan pendekatan sindrom atau diagnosis berdasarkan
gejala yang ada.

Pengobatan dengan pendekatan etiologi atau diagnosis berdasarkan
temuan penyebab di laboratorium.

« Pengobatan presumtif, yaitu pengobatan yang diberikan sekali secara
presumtif kepada seseorang atau sekelompok orang yang sangat berisiko
terkena infeksi.

o Pengobatan Presumtif Berkala atau Periodic Presumptive Treatment (PPT)
adalah pengobatan presumtif yang diberikan secara berkala dan teratur.

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, program penanggulangan IMS,
termasuk Pengobatan Presumtif Berkala membutuhkan pendekatan
terintegrasi antara Intervensi Perubahan Perilaku dan Intervensi Klinis.
Intervensi klinis, khususnya Pengobatan Presumtif Berkala dibutuhkan untuk
menurunkan prevalensi IMS pada suatu populasi dalam waktu yang singkat.
Namun, agar penularan ulang tidak terjadi kembali dan prevalensi IMS dapat
dipertahankan pada tingkat yang rendah, maka dibutuhkan pemakaian
kondom yang konsisten. Dalam konteks inilah Intervensi Perubahan Perilaku
harus dilakukan secara simultan bersama dengan Intervensi Klinis.

Model Intervensi Perilaku

Intervensi memiliki pengertian sebagai kegiatan (atau serangkaian paket
kegiatan) yang bertujuan mengubah pengetahuan, sikap, keyakinan, perilaku
atau tindakan individu maupun populasi untuk mengurangi perilaku
berisikonya.
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Untuk mencapai perubahan pada tingkat individu maupun populasi, maka
kegiatan yang diterapkan meliputi pendekatan individu dan kelompok,
sekaligus memobilisasi komunitas dan memberi pengaruh pada tingkat
struktural. Agar berhasil, ketiga pendekatan tersebut harus dilakukan secara
bersamaan.

Pendekatan individu, kelompok maupun mobilisasi komunitas bertujuan
untuk meningkatkan pengetahuan dan mengubah perilaku serta norma pada
tingkat individu bahkan komunitas. Dalam hal ini khususnya perubahan
pada:

1. perilaku memakai kondom pada setiap hubungan seks yang terjadi
(pemakaian kondom yang konsisten).

2. mengakses layanan IMS terdekat untuk mendapatkan pemeriksaan dan
pengobatan yang tepat serta efektif.

Intervensi pada tiga dimensi tersebut penting dilakukan secara bersamaan
mengingat pemakaian kondom pada PSP sesungguhnya menyangkut beberapa
hal yakni:

1. pemakaian kondom pada PSP adalah bagian dari perilaku transaksional,
setidaknya melibatkan dua orang (PSP dan pelanggan).

2. Kkegiatan transaksional ini berkaitan dengan kepentingan ekonomi
berbagai pihak di lokasi yakni PSP (sebagai pihak pertama),
mami/mucikari/manager/pemilik wisma, penguasa lokasi seperti
kepala/pengurus, keamanan, preman, serta berbagai tokoh kunci dan
pemain lainnya.

3. kegiatan transaksional ini berlangsung di suatu tempat yang memiliki
struktur sosial dan otoritas seperti: RT/RW, kalurahan, kecamatan,
kamtibmas, dan kepolisian setempat.

Dengan demikian perilaku sehat dimaksud tidak dapat tergantung pada
individu atau kelompok PSP semata, melainkan menyangkut kepentingan
berbagai pihak. Peran tokoh-tokoh tersebut sangat penting dalam menentukan
ijin pendistribusian kondom di lokasi, penentuan harga kondom di lokasi,
kekuatan melakukan negosiasi dengan pelanggan, penentuan peraturan
mengenai penggunaan kondom di lokasi dan pengerahan PSP untuk
mengunjungi layanan IMS terdekat. Tanpa persetujuan dari mereka, program
sangat sulit untuk dilaksanakan.

Dalam konteks PPB, intervensi perubahan perilaku dapat dijelaskan sebagai
berikut:

1. Intervensi pada tingkat individu
2. Intervensi tingkat kelompok
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3. Intervensi tingkat komunitas
4. Intervensi struktural

Model Intervensi Klinis dengan
Pengobatan Presumtif Berkala

Intervensi klinis di dalam penanggulangan IMS mencakup:

1. Skrining/penapisan dengan Pengobatan IMS

Skrining/penapisan merupakan proses pelaksanaan pemeriksaan atau tes
laboratorium, untuk mendeteksi penyakit, pada orang yang tidak
mengeluhkan gejala penyakit tersebut. Dalam konteks penapisan IMS pada
populasi berisiko tinggi adalah pelaksanaan pemeriksaan IMS secara rutin
atau berkala baik ketika populasi atau pasien tersebut bergejala maupun
tidak. Penapisan secara rutin yang disertai dengan pengobatan yang efektif
akan memutuskan rantai penularan IMS mengingat sebagian IMS tidak
bergejala, dan dapat ditemukan ketika dilakukan pemeriksaan IMS.

Jarak waktu untuk penapisan rutin bervariasi bergantung pada beberapa
faktor yaitu, interval/waktu terinfeksi kembali, kesediaan pasien untuk
sering mendapatkan tes, dan kemampuan puskesmas/klinik layanan
untuk melakukan penapisan. Penting untuk melakukan penapisan pada
100% populasi dalam suatu waktu tertentu. Pada umumnya jarak
waktu/interval penapisan IMS adalah 1-3 bulan.

Pengobatan atau tatalaksana IMS dapat dilakukan dengan menggunakan
pendekatan sindrom atau pemeriksaan laboratorium sederhana.
Penatalaksanaan IMS dengan menggunakan pendekatan sindrom yaitu
dengan cara mengelompokkan kuman penyebab utama melalui sindrom
klinis yang ditimbulkannya, mengobati penderita untuk semua penyebab
utama yang berdampak timbulnya sindrom dan dengan menggunakan
bagan alur pendekatan sindrom sesuai dengan “Pedoman Penatalaksanaan
Infeksi Menular Seksual” yang diterbitkan oleh Departemen Kesehatan RI,
Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
tahun 2006. Laboratorium sederhana dalam layanan IMS mencakup
pemeriksaan:

1. NaCl untuk trikomoniasis dan clue cell.
2. KOH untuk kandida dan Sniff test.
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3. Pewarnaan Gram atau Methylene blue untuk PMN dan diplokokus.
4. Pemeriksaan serologi sifilis.

2. PPB (Pengobatan Presumtif Berkala/Periodic Presumptive
Treatment -PPT).

Pengobatan Presumtif Berkala adalah memberikan obat secara berkala
(setiap 1 - 3 bulan) untuk gonore dan klamidia pada populasi risiko tinggi
dengan menganggapnya memiliki infeksi tersebut.

PPB dilakukan sebagai terapi massal sehingga diperlukan untuk
mencapai cakupan 100% populasi pada suatu waktu tertentu untuk dapat
memberikan hasil yang baik. Lebih baik mencakup satu lokasi sebesar
100% dibandingkan banyak lokasi tetapi tidak 100%.

Dengan PPB prevalensi IMS dapat turun dengan cepat, namun demikian,
perlu dipertahankan tetap rendah dengan upaya peningkatan penggunaan
kondom dan dengan layanan penapisan IMS berkala. Pada PPB, digunakan
obat dosis tunggal sefixime 400 mg dan azitromisin 1 gr yang diminum di
depan petugas.

Tidak ada ketentuan pasti tentang jumlah PPB yang harus dilakukan
sebelum dihentikan. Referensi dari WHO berdasarkan pengalaman dari
beberapa negara menyebutkan bahwa yang paling efektif adalah 1 - 3 bulan
dan jika prevalensi IMS sudah rendah maka PPB dihentikan dan
dilanjutkan dengan skrining rutin. Kapan dihentikannya PPB menurut
referensi dari WHO adalah ketika prevalensi IMS dibawah 10% dan
penggunaan kondom di atas 70%.

Untuk situasi di Indonesia PPB yang pernah dilaksanakan adalah PPB
selama 3 kali periode dengan selang waktu 1 dan 3 bulan yang selanjutnya
dilakukan penapisan/skrining rutin. Dengan catatan, jika PPB jatuh pada
bulan puasa maka pelaksanaan dilakukan secepatnya setelah Hari Raya
Idul Fitri. Jika prevalensi IMS sudah turun dibawah 20% (prevalensi gonore
<10% , dan pervalensi sifilis <1%) dan pemakaian kondom sudah mencapai
minimal 60% maka PPB dihentikan dan dilanjutkan dengan skrining rutin.

Dengan model intervensi demikian maka diharapkan bahwa
rendahnya prevalensi IMS hasil dari intervensi tersebut dapat
mengurangi laju penularan HIV di masyarakat, seperti digambarkan
dalam diagram kerangka pikir (

) di halaman 15 di bawah ini.
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Pendekatan dalam melaksanakan PPB

1. Pendekatan berbasis layanan IMS (facility based PPT)
2. Pendekatan berbasis layanan komunitas (community based PPT)

Evaluasi PPB untuk melihat prevalensi IMS dapat dilakukan dengan
metode pemeriksaan yang lebih sensitif dan spesifik dari pada
laboratorium sederhana misalnya PCR yang dapat dilaksanakan bersamaan
dengan survei seperti Surveilans Terpadu Biologi dan Perilaku HIV/IMS
(STBP). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Bagan 1 dan 2 Kerangka
operasional PPB dan lebih detail pada topik “Penyelenggaraan PPB pada
PSP dan Waria” halaman 53 dan seterusnya.

Bagan alur pelayanan IMS

Bagan alur pelayanan harus tergambar dengan jelas dan ditempel di tempat
yang mudah terlihat oleh klien Berikut adalah contoh bagan alur di klinik
IMS.
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Bagan 1. Alur Pelayanan IMS

KEGIATAN PETUGAS
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dokter
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== ¢ Sediaan lab dan
tes Sniff oleh
perawata/ bidan
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petugas lab =P Perawat/ Bidan

==p Perawat/ Bidan
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Gambar 4: Kerangka Pikir dari Pengendalian IMS yang Komprehensif dengan IPP dan PPBS.
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Health Matters, 2003, 11(22):74-90
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MODEL KOLABORASI INTERVENSI

Untuk melaksanakan program pengendalian IMS yang komprehensif maka
sistem setempat yang ada perlu diperkuat - Suatu tim yang terdiri atas
perwakilan atau anggota organisasi pemerintah, organisasi non-pemerintah
dan para penjaja seks setempat (perempuan maupun waria) harus
diorganisasikan di setiap Kabupaten/Kota untuk melaksanakan program
secara komprehensif. Setiap unsur memiliki peranan khusus, namun dapat saja
terjadi peran yang tumpang tindih.

Gambar 5: Model Kolaborasi pada Pengendalian IMS

Pemerintah

on-
Pemerintah

Komersial

Harus diupayakan agar masyarakat sasaran ikut terlibat di dalam perencanaan
maupun pelaksanaan sehingga nantinya kegiatan layanan dapat diterima dan
efektif.

Koordinasi sangat diperlukan dalam pembagian tugas masing-masing
sehingga pekerjaan menjadi efisien.

Peran masing-masing unsur

1. Unsur Pemerintah

Pemerintah akan berperan sebagai penyedia kebijakan, peraturan dan
dukungan kepada lingkungan untuk pelaksanaan program pengendalian
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IMS di semua tingkat administratif (bersama-sama dengan institusi dan
pejabat terkait dengan pembuatan peraturan dan perundangan di tingkat
pusat, provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan sampai ke desa)

Disamping itu juga memberikan dukungan anggaran dan sumber daya lain
bagi program pengendalian IMS.

a. KPA

[e]

Memfasilitasi dan koordinasi semua kegiatan oleh berbagai sektor,
seperti polisi, pelayanan sosial, dan kesehatan melalui KPA di setiap
jenjang (KPAN, KPAP, KPAK)

Melakukan advokasi kepada para pengambil keputusan dalam
pengembangan peraturan perundangan dan memberikan dukungan
kepada lingkungan demi terlaksanany program pengendalian IMS

KPA merupakan bagian dari unsur pemerintah yang menjalankan
fungsi koordinasi

b. Kementerian Kesehatan

Peran Kementerian Kesehatan dalam hal ini melalui Sub-Direktorat
(Subdit) AIDS dan IMS adalah:

o

Menyediakan kebijakan dan pedoman pelaksanaan dari program
pengendalian IMS.

Membuat perencanaan, monitoring dan evaluasi dari program
intervensi.

Membantu penyediaan anggaran program.

Melaksanakan supervisi atas pelaksanaan program bersama-sama
dengan Dinas Kesehatan Provinsi.

Kementerian Kesehatan merupakan bagian dari unsur pemerintah. Di
dalam prosesnya Subdit AIDS akan berkoordinasi dengan unit-unit
terkait di Depkes dan juga KPAN untuk mendapatkan dukungan dari
berbagai sektor.

c. Dinas Kesehatan Provinsi

Peran dari Dinas Kesehatan Provinsi melalui bidang P2M adalah:

18 Pedoman — Pengendalian IMS dengan Pengobatan Presumtif Berkala



[e]

Merencanakan dan menyelenggarakan pelatihan bagi unit pelaksana
(supervisor di tingkat kabupaten, tenaga di klinik IMS atau
puskesmas, tenaga penjangkau, dan pendidik sebaya/ PE)

o

Melakukan monitoring dan supervisi atas pelaksanaan di tingkat
kabupaten/kota.

Dinas Kesehatan Provinsi merupakan bagian dari unsur pemerintah. Di
dalam prosesnya Dinkes Provinsi akan berkoordinasi dengan KPAP
untuk mendapatkan dukungan dari berbagai sektor.

d. Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota

Peran dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, melalui bidang P2M
adalah:

o

Memfasilitasi dan mengkoordinasikan semua kegiatan pencegahan
dan pengobatan yang dilaksanakan oleh sistem layanan kesehatan,
baik pemerintah ataupun swasta.

Mengupayakan dan mendistribusikan sumber daya yang ada (obat,
reagen, kondom, bahan KIE, anggaran, bahan habis pakai dan bahan
pendukung lainnya)

Melakukan monitoring, supervisi dan pelaporan secara berkala atas
pelaksanaan di tingkat kabupaten/ kota.

o

Melakukan evaluasi untuk mengukur efektifitas dari program.

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota merupakan bagian dari unsur
pemerintah. Untuk dapat melaksanakan perannya di daerah tertentu
yang tempat-tempat seks komersialnya jarang atau besar, perlu
menunjuk satu penanggung jawab yang dapat melakukan komunikasi,
koordinasi dan supervisi.

e. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

o

Menyelenggarakan pelayanan pencegahan, pegobatan seperti telah
diprogramkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota atau di
atasnya, baik di Puskesmas ataupun di luar Puskesmas

Pencegahan meliputi promosi kondom dan komunikasi perubahan
perilaku di puskesmas.

Sedang Pengobatan meliputi:

[e]

Skrining IMS secara rutin dan tatalaksana kasus IMS dengan
pendekatan sindrom dan dengan pemeriksaan laboratorium
sederhana.
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[e]

Pengobatan presumtif tanpa skrining kepada semua populasi
sasaran baik yang bergejala maupun yang tidak. Pengobatan
presumtif tersebut berdasakan kebijakan di tingkat kabupaten atau
dari jenjang lebih tinggi.

Pelayanan di luar Puskesmas didukung oleh tenaga penjangkau dan
pendidik sebaya (PE)

Penyelenggara Klinik IMS dapat juga berasal dari swasta ataupun
pemerintah, sedang klinik IMS di rumah sakit dapat ikut berperan baik
secara langsung atau sebagai rujukan.

2. Unsur organisasi non-pemerintah (organisasi berbasis
komunitas)

Peran dari lembaga swadaya masyarakat atau organisasi non-pemerintah
adalah:

[e]

Memberikan dukungan pada unsur penjangkauan (outreach workers,
peer educators dan kegiatannya).

Peran dari tenaga penjangkau tersebut meliputi

[e]

Tugas pokok dari tenaga penjangkau adalah melaksanakan program
pencegahan melalui KIE dan BCC dengan memberikan bahan
material yang memadai yang mengarah kepada pemakaian kondom
100%, upaya pencarian pertolongan kesehatan yang tepat oleh PSP.

Mengkordinasikan dan menggerakkan para pendidik sebaya (PE)
yang berasal dari kalangan PSP sendiri untuk memberikan pesan
dan upaya pencegahan.

Menghubungkan PSP dan komunitas seks komersial dengan layanan
IMS.

Mereka bekerja sendiri atau bersama peer edukator.

3. Unsur Komunitas Seks Komersial

a. Komunitas Seks komersial

Termasuk dalam kelompok ini adala para penjaga gerbang, penerima
tamu, pemilik rumah, mucikari dan semua yang terkait dalam seks

komersial tersebut termasuk para tukang ojek yang membawa tamu
dsb.
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Peran mereka adalah:

° Mendapatkan KIE tentang IMS/HIV, KPP dan promosi kondom

[e]

Menerima advokasi tentang: penggunaan kondom 100% dan
memastikan bahwa semua PSP mau menjalani skrining IMS secara
teratur setiap bulan.

Memberikan dukungan dan memfasilitasi pelaksanaan, terutama
yang berhubungan dengan penggunaan kondom 100% di daerah
kerjanya dan kunjungan rutin ke klinik IMS.

b. Penjaja Seks (perempuan dan waria)
°  Mendapatkan KIE tentang IMS/HIV, KPP dan promosi kondom

Menyampaikan kebutuhan dan pilihan cara pelayanan yang sesuai
bagi mereka

° Berpartisipasi dalam semua layanan yang disediakan
Dalam hal ini para penjaja seks merupakan kelompok sasaran utama
dari program dan layanan.

c. Pendidik Sebaya (Peer educator/PE)

[e]

Ikut terlibat dalam pengembangan program pengendalian IMS di
kalangan mereka

Melaksanakan promosi kondom dan KIE dengan informasi akurat
tentang HIV dan IMS kepada rekan sebaya.

Membantu dan menggerakkan teman sebaya mereka dalam
memanfaatkan pelayanan klinis baik di puskesmas atau di luar
puskesmas.

Pendidik sebaya diambil dari kalangan pekerja seks dan harus sering
kali dilatih ulang yang sebaiknya setiap triwulan, untuk menanggulangi
perpindahan dan mutasi ke luar daerah sasaran. Penyegaran tersebut
juga diharapkan akan mempererat hubungan para pendidik sebaya
tersebut. Diharapkan agar PE yang pindah kerja ke daerah lain akan
dapat meneruskan tugasnya di tempat barunya, sehingga program
dapat bergulir.
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PENGORGANISASIAN INTERVENSI

Pengorganisasian intervensi ditujukan agar upaya dilaksanakan secara bekerja
sama dengan melibatkan berbagai unsur dengan tanggung jawab masing-
masing.

e Struktur organisasi harus meliputi semua sistem yang ada, yaitu dari
tingkat pusat (sebagai pengembang pedoman, mobilisasi sumber daya,
monitoring dan evaluasi program), provinsi (melaksanakan program secara
garis besar), kabupaten/kota (penanggung jawab pelaksanaan program),
hingga ke tingkat kecamatan (sebagai pelaksana di lapangan).

Lebih baik kalau ada kemiripan struktur di semua tingkat, sehingga ada
kesamaan prosedur layanan dan komunikasi yang baik dan lancar dari
tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional.

e Sebaiknya pada unit P2M di semua tingkat sistem kesehatan sebaiknya
memiliki a) seorang koordinator program IMS di setiap jenjang yang dapat
berkomunikasi tentang program dengan semua mitra dan pemangku
kepentingan. Dapat ditunjuk seorang petugas dengan tugas khusus AIDS
atau merangkap dengan P2M yang lain; b) Tim teknis sebagai penyedia
layanan perawatan IMS dan c) tim pendukung untuk membantu dalam hal
logistik dan finansial.

e Harus ada koordinasi antara Dinkes dan KPA di semua tingkat serta bila
ada juga dengan LSM sebagai mitra kerja.

o Di tingkat nasional: Depkes yang dalam hal ini adalah Subdit
AIDS/PMS akan bekerja sama dengan KPAN. Peran mereka adalah

* Pengembangan kapasitas pelaksana di tingkat kabupaten/ kota

* Pengembangan pedoman dan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk
teknis

* Membantu perencanaan penyediaan pendanaan, obat dan kondom

* Monitoring-evaluasi dan supervisi serta jaga mutu

o Di tingkat provinsi: Dinkes provinsi bekerja sama dengan KPA provinsi

o Di tingkat kabupaten/ Kota: Dinkes Kab/Kota bekerja sama dengan
KPA Kab/ Kota serta LSM setempat

0 Pada tingkat pelaksana: klinik IMS bekerja sama dengan pemangku
kepentingan dan para pendidik sebaya serta penjangkau.

e Struktur organisasi secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
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Gambar 6. Organisasi Pelaksanaan Program Pengendalian IMS
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PELAKSANAAN

Persiapan PPB pada Pengendalian
IMS komprehensif

a. Menentukan Lokasi PPB

PPB dilakukan sebagai respon cepat dalam menanggulangi prevalensi IMS
yang sangat tinggi, sehingga proses penentuan lokasi PPB harus dilakukan
berdasarkan situasi epidemi yaitu provinsi maupun kabupaten/kota terpilih.
Setelah mendapatkan kabupaten/kota terpilih, perlu dipertimbangkan situasi
lapangan sehingga PPB ini dapat dilakukan dengan baik pada wilayah terpilih.

a. Pertimbangan situasi epidemi untuk menentukan provinsi ataupun
kabupaten/kota

Untuk melihat situasi epidemi di provinsi ataupun kabupaten/kota maka
diperlukan:

1. Prevalensi IMS (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhea serta sifilis)
pada tahun terakhir.

2. Prevalensi HIV berdasarkan hasil sero surveilans pada tahun terakhir.

3. Hasil pemetaan jumlah populasi kunci di wilayah tersebut, apabila tidak
tersedia maka menggunakan data estimasi.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penentuan wilayah:

i. Isitabel di bawah ini (contoh)

Provinsi | Kabupaten/Kota Prevalensi Pre\_/a}lgnsi Prevalensi Hasil Estimasi

CTING Sifilis HIV Pemetaan | Populasi
XX Budijaya 477 440.00
XX Pituruh 5.08 610.00
XX Pagarbesi 4.85 680.00
XX Sukatani 1.68 985.00
XX Bergo 3.94 5,630.00
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ii. Tuliskan peringkat pada tabel di bawah ini berdasarkan peringkat
dari tabel di atas. Kemudian jumlahkan pada Jumlah Nilai (contoh).

Provins | Kabupaten/Kot Peringkat | Peringkat | Peringkat Peltilzggill((’it N!Iai Jumla

: 3 P.revalens Preya_lt_ans Prgvalens Pemetaa Estl_mas h Nilai
i CTING i Sifilis i HIV n i

XX Budijaya 3 114

XX Pituruh 5 217

XX Pagarbesi 4 317

XX Sukatani 1 415

XX Bergo 2 517

iii. Tentukan wilayah yang terpilih berdasarkan Jumlah Nilai (score)
dan pertimbangan kemampuan pelaksanaan wilayah. Pada contoh
ini, berarti wilayah yang terpilih adalah Pituruh, Pagarbesi dan
Bergo.

b. Pertimbangan situasi lapangan untuk melihat kemungkinan PPB dapat
diterapkan di dalam wilayah tersebut memerlukan informasi mengenai:

1. Komitmen dari Layanan Kesehatan

Layanan kesehatan yang dimaksud adalah komitmen dari dinas
kesehatan setempat dan komitmen dari puskesmas setempat atau
layanan kesehatan swasta lainnya yang terdapat dalam wilayah tersebut
dengan dukungan Dinas Kesehatan Provinsi. Komitmen yang dimaksud
adalah mampu memberikan layanan pemeriksaan rutin terhadap
populasi kunci yang akan mendapatkan PPB serta mampu
merencanakan penyediaan anggaran untuk membantu pengadaan obat
yang efektif.

2. Komitmen dari pemerintah lokal dan masyarakat setempat termasuk di
dalamnya pemangku kepentingan lokal (preman, kamtibmas dan
lainnya)

Komitmen dari pemerintah lokal dalam hal ini adalah KPA
Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah dengan dukungan dari KPA
Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi. Komitmen yang dimaksud
adalah mampu melakukan koordinasi yang baik pada tingkat wilayah,
mampu mendorong semua pihak untuk terlibat dalam kegiatan
tersebut, mampu melakukan dorongan (baik dorongan sumber daya,
sosial maupun politik) terhadap proses kegiatan tersebut termasuk
melibatkan masyarakat setempat maupun pemangku kepentingan lokal.
Komitmen masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam
menggerakkan penggunaan kondom secara konsisten, menggerakkan
populasi kunci untuk melakukan pengobatan rutin, menggerakkan
populasi kunci untuk mengikuti PPB. Komitmen pemangku
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kepentingan lokal merupakan orang-orang yang mempunyai
kepentingan terhadap wilayah tersebut antara lain preman, tukang
parkir, tukang becak, Polisi, Tramtib, Dinas Sosial, Dinas Pariwisata.
Pemangku kepentingan lokal ini berkomitmen untuk membantu
mendorong semua kegiatan penggunaan kondom konsisten dapat
dilakukan oleh populasi kunci maupun pasangan seksnya, mendorong
populasi kunci untuk melakukan pemeriksaan rutin IMS, mendorong
populasi kunci untuk mengikuti kegiatan PPB secara baik (cakupan
100%). Dalam komitmen pemerintah lokal dan masyarakat setempat ini
dapat melibatkan LSM setempat.

3. Komitmen terhadap ketersediaan kondom di wilayah tersebut.

Komitmen terhadap ketersediaan kondom di wilayah ini dapat
dilakukan oleh pemerintah setempat, layanan kesehatan maupun
masyarakat lokal. Ketersediaan kondom tersebut perlu dilakukan
sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat di
mana dari proses penyediaan dan distribusi kondom tersebut mampu
menggerakkan ekonomi masyarakat setempat. Pada wilayah tertentu
dan populasi kunci tertentu kondom dapat dilakukan secara gratis
tetapi pada wilayah lainnya didorong untuk mampu memberdayakan
ekonomi masyarakat.

Berdasarkan komitmen di atas, maka perlu langkah-langkah dalam
penentuan pelaksanaan di lokasi berdasarkan 4 pilihan di bawah ini.
Syarat pertama adalah yang terringan dibandingkan dengan syarat yang
keempat, tetapi syarat keempat merupakan pilihan penentuan
pelaksanaan yang menghasilkan hasil yang lebih baik.

i. Komitmen layanan kesehatan, komitmen peran aktif masyarakat
serta komitmen dari penggerak masyarakat atau Ism.

ii. Terbentuknya kelompok kerja atau paguyuban di lokasi dalam
rangka peningkatan penggunaan kondom dan pelaksanaan PPB.

iii. Terjalinnya layanan kesehatan dan tersedianya kondom di lapangan

iv. Cakupan pemeriksaan rutin yang tinggi diikuti dengan peningkatan
penggunaan kondom secara bermakna.
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Gambar 7. Pertimbangan dalam menentukan lokasi PPB
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b. Assessment/Pemetaan

Pendahuluan

Pemetaan adalah proses penggambaran karakter fisik dan sosial suatu
lokasi menggunakan metode tertentu sehingga didapatkan hasil berupa
peta fisik maupun peta sosial berbentuk gambar (peta) dan narasi.

Lokasi dalam kontek ini bisa merupakan lokasi mejeng/kerja, lokasi
tinggal, lokasi mejeng dan tinggal sekaligus, baik permanen, semi
permanen maupun tidak permanen dari populasi kunci yang akan disasar.
Metode yang umumnya digunakan adalah observasi langsung dan
wawancara. Obsevasi langsung digunakan untuk memvisualkan peta fisik
sementara wawancara digunakan untuk menggambarkan peta sosial.

Beberapa hal yang termasuk penting divisualkan dalam peta fisik adalah:

» Letak geografis, persebaran, jumlah dan nama-nama lokasi.
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* Bentuk atau tata ruang bangunan (rumah, wisma, barak, tempat
mejeng, tempat kos, pinggir jalan, taman, rumah bordil, dlI).

* Sarana dan prasarana yang ada dan berguna bagi pelaksanaan
program nantinya (sarana pertemuan, kesehatan, outlet kondom,
warung, dll).

» Cara mengakses lokasi ini

Beberapa hal kunci yang perlu digambarkan dalam peta sosial adalah:

» Karakter sosial-demografi kelompok dampingan.

» Estimasijumlah (tinggi, rendah dan rata-rata).

* Jumlah, nama dan peran para pemangku kepentingan yang ada.

* Kebiasaan yang dilakukan pada waktu senggang

* Perilaku seks dan perilaku pencarian kesehatan

* Gambaran pengetahuan kelompok dampingan terkait IMS, HIV dan
AIDS

* Hubungan dan jaringan sosial yang ada diantara orang-orang dalam
lokasi

Ruang Lingkup

Pemetaan merupakan proses awal program yang penting. Melalui kegiatan
ini pelaksana program dapat mengenali lapangan secara lebih seksama.
Proses pemetaan yang partisipatif dapat digunakan sekaligus sebagai
sosialisasi awal program.

Pemetaan berguna juga untuk merancang Penjajakan Kebutuhan Cepat
(PKC) atau Rapid Need Assessment (RNA) secara lebih memadai.

Sebagai sebuah data awal, hasil pemetaan perlu terus diperbaharui dengan
data PKC, data dan pengalaman program serta pemetaan ulang dalam
kurun waktu tertentu (biasanya 6 bulan sekali).

Pemetaan yang berhasil akan membuka peluang untuk memperoleh akses
informasi dan kepercayaan lebih dalam dari kelompok dampingan dan
para pemangku kepentingan lokasi yang terkait.

Tujuan

o

Mengidentifikasi dan memilih lokasi yang akan menjadi lokasi
pelaksanaan PPB.

Mengidentifikasi pemangku kepentingan yang berpengaruh di lokasi
intervensi.
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Mengidentifikasi sumber-sumber perolehan kondom dan pelicin dan
cara-cara distribusi/ pemasaran yang efektif di sekitar lokasi.

° Mengidentifikasi layanan IMS yang telah tersedia atau sebaiknya
digunakan.

Sasaran

Semua lokasi PSP langsung dan lokasi waria di tingkat kota/kabupaten.

Pelaksana

Pelaksana pemetaan adalah pelaksana program IPP dan PPB (LSM,
Puskesmas, Dinkes, dll). Secara khusus biasanya dilakukan oleh LSM
pelaksana intervensi perubahan perilaku khususnya Koordinator Lapangan
(KL) dan Petugas Lapangan (PL).

Sarana

* Formulir daftar tilik (check list) pemetaan fisik

Untuk memfokuskan informasi apa yang perlu digali dalam melakukan
pemetaan fisik, maka pelaksana program akan mengacu pada formulir
ceklis pemetaan fisik.

* Formulir wawancara pemetaan sosial

Wawancara yang biasanya digunakan adalah wawancara terpimpin
dengan panduan umum wawancara. Wawancara dilakukan kepada
semua elemen di lokasi: kelompok dampingan, pemangku kepentingan,
pejabat pemerintah setempat (RT, RW, Lurah, muspika, Babinsa,
Kamtibmas, mucikari , dll). Wawancara mengacu kepada formulir
wawancara pemetaan sosial.

= Peta

Peta, baik buatan sendiri maupun peta cetakan digunakan untuk
menandai lokasi geografis dan sebaran lokasi yang telah dilakukan
pemetaan.

* Formulir laporan hasil pemetaan
Laporan hasil pemetaan menggunakan standar tertentu yang sederhana

agar memudahkan rekapitulasi di tingkat kota/kabupaten bahkan
provinsi.
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Waktu Pelaksanaan

Pemetaan dilakukan diawal program atau sebelum PPB dilakukan. Untuk
pemetaan awal dibutuhkan waktu antara 1-3 minggu intensif.

Tempat Pelaksanaan

Pemetaan dilakukan langsung ke lokasi di setiap kota/kabupaten wilayah
program. Data yang dihasilkan adalah data primer. Data sekunder
digunakan untuk mendukung temuan-temuan yang diungkapkan data
primer.

Prinsip-Prinsip Pelaksanaan

* Observasi dan wawancara langsung

Pemetaan harus dilakukan menggunakan cara observasi lansung ke
lokasi dan wawancara langsung dengan informan (orang-orang) di
lokasi tersebut. Pemetaan tidak diperkenankan dilakukan dari balik
meja menggunakan data-data sekunder, browsing internet atau studi
literatur. Meski cara terakhir dapat memperkaya informasi tentang
lokasi, dia hanya menjadi sumber pelengkap dan penguat informasi
hasil observasi dan wawancara langsung.

» Kejelasan tujuan

Pelaksana pemetaan perlu mempunyai tujuan yang jelas untuk
kepentingan apa pemetaan dilakukan dan mampu menjelaskannya
kepada informan yang ditemui di lapangan tentang tujuan pemetaan
ini. Tidak ada manipulasi tujuan dengan tujuan apapun karena akan
berdampak pada perjalan program di masa yang akan datang.

» Kesediaan

Semua informasi diperoleh dengan kesediaan dan sepengetahuan
informan. Kesediaan dapat ditanyakan dan dinyatakan secara oral.

» Kerahasiaan
Beberapa informasi yang rahasia perlu tetap dijaga seperti itu untuk
menghindari benturan kepentingan di tahap awal. Kerahasiaan bisa

berdasarkan permintaan informan atau pertimbangan pelaksana
pemetaan.

» Triangulasi

30 Pedoman — Pengendalian IMS dengan Pengobatan Presumtif Berkala



Informasi yang didapat perlu diklarifikasi sejauh mungkin dan
ditanyakan ke sumber-sumber lain yang paling dekat dengan lingkaran
sumber informasi pertama.

» Hindari sumber anonim

Informasi tanpa sumber, rumor dan semacamnya harus dianggap
sebagai informasi paling lemah, perlu diklarifikasi kepada informan
yang relevan dan tidak digunakan dalam perencanaan program.
Informan yang tidak ingin disebutkan namanya dalam laporan
ditawarkan hanya untuk menggunakan inisial.

» Isu Etika

Pengejaran setiap informasi tidak boleh menghalalkan segala cara dan
merusak kehidupan informan. Nilai-nilai kemanusiaan dan HAM tetap
perlu diperhatikan.

» Terdokumentasi

Semua proses dan hasil pemetaan harus terdokumentasi sebagai bahan
perencanaan bersama.

» Singkat dan berulang

Pemetaan dilakukan sesingkat mungkin (beberapa minggu sampai satu
bulan) untuk menghindari kejenuhan. Pemetaan diulang pada durasi
tertentu secara teratur.

Cara Pelaksanaan

o

Pemetaan langsung ke lokasi

Pertemuan koordinasi antar pelaksana pemetaan dan lembaga
pelaksana program terkait lainnya untuk pembahasan hasil-hasil
utama pemetaan di tingkat kota/kabupaten.

°  Pemilihan dan penetapan lokasi IPP dan PPB.

° Perencanaan pelaksanaan IPP dan PPB di lokasi terpilih.
Penyusunan RTL selanjutnya.

[e]
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c. Advokasi

Pendahuluan

Penggunaan kondom secara konsisten di kalangan seks komersial di
Indonesia pada umumnya masih rendah, yaitu sekitar 20% dan sebagian
besar  pemangku  kepentingan  menghadapi  kesulitan  dalam
mempromosikan pemakaian kondom di lokasi. Banyak alasan yang
dikemukakan, seperti misalnya kendala di tingkat parlemen yang belum
sepenuhnya mendukung kebijakan promosi kondom, opini publik, pemuka
agama, guru, campur tangan polisi atau alasan-alasan lain. Seperti
pengalaman global pada umumnya bahwa para tokoh agama atau tokoh
masyarakat belum menganggap bahwa epidemi HIV yang sekarang terjadi
merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian. Namun sebagai suatu
kedaruratan kesehatan masyarakat maka epidemi HIV memerlukan upaya
bersama yang segera dari semua lapisan masyarakat tanpa memandang
ideologi atau kepercayaan yang dianut.

Hal tersebut berarti bahwa salah satu hal penting dalam pengendalian IMS
yang bertujuan menghambat laju epidemi HIV di masyarakat adalah
melaksanakan kegiatan advokasi secara terus menerus kepada para
pemangku kepentingan utama, para penentu kebijakan dan pengambil
keputusan. Peran KPA melalui Pokja Kondom adalah mengkoordinasikan
semua sektor dan mitra-mitra yang terlibat.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup advokasi adalah menyangkut pemberian informasi dan
pemahaman tentang pelaksanaan PPB kepada para pemangku
kepentingan.

Tujuan

Meningkatkan pemahaman dari para pemangku kepentingan sebagai
penentu kebijakan di lingkungan administrasi pemerintahan setempat,
seperti polisi, penegak hukum lainnya, pemuka agama dan pemuka
masyarakat untuk mendapatkan dukungan pada pelaksanaa PPB dengan
cara:

» Menyediakan peraturan/perundangan atau komitment yang
memberikan ruang gerak pada program pengendalian IMS dan tidak
menghambat kegiatannya

> Alokasi sumber daya untuk kegiatan
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Hasil yang diharapkan dari advokasi tersebut dapat dalam berbagai bentuk
dari suatu keputusan yang formal berupa peraturan atau anggaran maupun
komitmen non-formal atau tidak tertulis terutama pada masalah yang
sensitif seperti promosi kondom di area lokalisasi. Hasil dari advokasi
tersebut harus diinformasikan kepada unit pelaksana dan tim.

Sasaran

- Pemerintah setempat, Kepolisian, TNI, DPRD, Dinsos,
- Organisasi non pemerintah: pemuka agama, pemuka masyarakat, media
- Penjaga gerbang lokalisasi setempat

Pelaksana

° Sektor kesehatan terkait dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten
kota

° Pakar dibidang IMS dan kesehatan masyarakat

° Mitra yang akan terlibat dalam kegiatan (LSM internasional dan
nasional)

° Wakil dari kelompok sasaran seperti ODHA, Penjaja Seks dapat
dilibatkan dalam kegiatan advokasi.

Pelaksana tersebut di atas dikoordinasikan oleh KPA.

Sarana

° Bahan advokasi yang dipersiapkan secara cermat sebelum pertemuan
berupa paparan data-data epidemiologi HIV dan IMS, pengalaman
sukses kegiatan serupa dari daerah lain di Indonesia atau negara lain.

° Jadwal tersusun dengan waktu yang paling sesuai untuk melaksanakan
pertemuan advokasi baik individual atau kelompok

° Fasilitator

Waktu Pelaksanaan

Setidaknya diselenggarakan sekali sebelum program dimulai, atau secara
berkala (misalnya triwulanan) terutama setiap kali menjelang jadwal
pelaksanaan PPB untuk menginformasikan capaian dari periode
sebelumnya dan untuk mengatasi kendala atau masalah yang ada.

Tempat Pelaksanaan

Advokasi dilaksanakan di daerah tempat program dilaksanakan dan
ditentukan dengan kesepakatan para calon peserta, dan sebaiknya dipilih
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tempat yang nyaman yang jauh dari kebisingan sehingga diskusi dapat
terlaksana dengan lancar.

Advokasi dapat pula dilakukan ditempat kerja sasaran

Prinsip Pelaksanaan

0 Memiliki tujuan, sasaran dan pesan yang jelas.
o Dilakukan untuk mendapatkan dukungan, bukan sebaliknya.

Cara Pelaksanaan

Advokasi dilakukan untuk mencegah atau menyelesaikan masalah yang
timbul pada pelaksanaan program dalam bentuk:

° Pertemuan formal atau non-formal, komunikasi individual atau
diskusi kelompok dengan kelompok sasaran untuk mengambil
keputusan

° Advokasi dapat diselenggarakan dengan pendekatan updown (atas
sampai ke tingkat bawah) atau dengan pendekatan bottom up

° Komunikasi dapat dilakukan secara langsung atau melalui media
seperti surat, telepon, radio, e-mail dan lain sebagainya.

d. Sosialisasi Program

Pendahuluan

Sosialisasi memiliki pengertian upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga
menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat. Dalam konteks
Program Pengobatan Presumtif Berkala, sosialisasi memiliki pengertian
agar Program PPB dikenal, dipahami oleh seluruh pihak yang
berkepentingan dan terlibat.

Tujuan

Sosialisasi program Pengendalian IMS dengan Pengobatan Presumtif
Berkala harus dilakukan dengan tujuan:

1. Membangun pemahaman yang sama mengenai konsep program dan
gambaran operasionalisasinya.

2. Membangun komitmen semua pihak di berbagai tingkat untuk
menjalankan program.

3. Menyusun perencanaan terpadu dalam penganggaran, pelaksanaan
maupun monitoring dan evaluasinya.
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4. Mempersiapkan seluruh komponen teknis beserta keperluan
logistiknya.
5. Mempersiapkan alat monitoring dan evaluasi.
6. Mempersiapkan sumber pembiayaan.
7. Memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing pihak di setiap
tingkatan. Peran dan tanggung jawab tersebut meliputi:
0 Koordinator secara keseluruhan
0 Penanggung jawab teknis
0 Pelaksana teknis
0 Pengawas dan penyedia bimbingan teknis
o Evaluasi
8. Menentukan koordinasi di setiap tingkatan maupun antar tingkatan.
Sasaran

Sosialisasi dilakukan secara berjenjang kepada berbagai pihak yang
berkepentingan seperti digambarkan dalam Bab Pengorganisasian
Intervensi (halaman 22), yakni:

Dinas Kesehatan Provinsi bersama dengan KPA Provinsi

Dinas  Kesehatan  Kabupaten/Kota  bersama dengan KPA
Kabupaten/Kota

Institusi lain yang terkait sesuai kebutuhan seperti Dinas Sosial,
Kepolisian, DPRD, organisasi keagamaan, dan media

Institusi tingkat Kecamatan dan di bawahnya seperti Pejabat
Kecamatan, Tramtib, Pejabat Kelurahan, dan lain-lain.

Unit pelaksana seperti Puskesmas (klinik IMS), Lembaga Swadaya
Masyarakat, dan kelompok kerja tingkat lokal (atau jika belum
terbentuk, maka dapat diwakili oleh pemangku kepentingan tingkat
lokal).

Pelaksana

Pelaksana dari sosialisasi adalah perencana pada tingkat lebih tinggi,
kemudian dilaksanakan secara berjenjang kepada tingkat di bawahnya.

Sarana

Sarana yang dibutuhkan dalam sosialisasi adalah:

Agenda yang jelas

Tempat dan biaya penyelenggaraan sosialisasi

Materi yang akan disosialisasikan telah siap, meliputi:
0 Konsep program Pengobatan Presumtif Berkala
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Skema operasionalisasi

Template rencana kerja dan anggaran

Konsep pembagian peran dan tanggung jawab
Alat monitoring dan evaluasi

O O OO

Waktu Pelaksanaan

Sosialisasi dilakukan sedini mungkin ketika program akan dijalankan.
Jumlah hari pelaksanaan disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat
pemahaman peserta terhadap isi program.

Tempat Pelaksanaan

Ditentukan oleh masing-masing pelaksana sosialisasi.

Prinsip Pelaksanaan

* Memiliki tujuan yang jelas.

* Dipahami dan disepakati oleh pemangku kepentingan yang menjadi
pelaksana maupun peserta sosialisasi.

* Terdokumentasi.

* Mencapai hasil yang diharapkan dalam tujuan.

Cara Pelaksanaan

Kegiatan sosialisasi dapat dilakukan dengan cara:

* Lokakarya, rapat koordinasi (jika mekanisme tersebut memang telah
ada)

* DPeserta sosialisasi dipilih dan ditentukan dengan tepat sesuai dengan
peran dan tanggung jawab yang akan diembannya, serta meliputi
semua institusi yang dipandang terkait dengan program.

» Sosialisasi akan menghasilkan Rencana Tindak Lanjut (Rencana Kerja),
Rencana Pembiayaan, Pembagian Peran & Tanggung Jawab yang jelas,
dan terumuskannya alur koordinasi dan komunikasi.
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e. Pembentukan & Pemantapan tim Pengobatan Presumtif
Berkala dalam Pengendalian IMS di tingkat Provinsi,
Kabupaten/Kota, dan Lokasi intervensi

Pendahuluan

Demi terlaksananya pelayanan PPB di lingkungan kelompok berperilaku
risiko tinggi (PSP) perlu adanya tim yang perlu terlibat dalam pelayanan
PPT.

Sesuai dengan bagan organisasi pada Gambar 6 di atas, maka pembentukan
tim dan pemantapannya dilaksanakan dengan melibatkan penanggung
jawab yang identik di setiap jenjang, baik yang terkait dengan institusi
pemerintah, ataupun lembaga swadaya masyarakat yang ada dari tingkat
nasional, provinsi, kabupaten hingga pada tingkat pelaksana di lapangan.

Adapun anggota-anggota merujuk pada Gambar 6 di atas.

Ruang Lingkup

Menentukan anggota tim (lihat Gambar 6)

Konsolidasi dan penyamaan persepsi diantara para anggota tim

Pembagian wewenang dan tanggung jawab masing-masing anggota tim

Mengembangkan rencana kerja dan penganggaran

Mengembangkan mekanisme koordinasi, komunikasi dan distribusi

informasi.

6. Penyelenggaraan pertemuan berkala guna pemantauan dan evaluasi
serta pemecahan masalah disetiap tahapan kegiatan

7. ldentifikasi dan pengelolaan sumber dana

SAN NN S

Tujuan:
Tujuan Umum:

Menguatkan tim pengendalian IMS - PPB
Tujuan Khusus:

* Membentuk tim pengendalian secara rinci (Dinas Kesehatan
Kabupaten/ Kota) dengan tugas sebagai koordinator untuk advokasi
dengan mempersiapkan data yang ada sebagai bahan kepustakaan.

* Meningkatkan kerjasama anggota tim pengendalian IMS baik dari
pemerintahan maupun pihak swasta terkait.
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* Meningkatkan koordinasi anggota tim dengan pihak keamanan
(koramil, polsek)

Sasaran

e Penanggung jawab program terkait di setiap jenjang: Nasional,
Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan hingga lokasi

Pelaksana

Penanggung jawab program terkait tingkat nasional dan provinsi

Sarana
1. Kebijakan pendukung pelaksanaan PPB
2. Pedoman pelaksanaan PPB
3. Alat bantu penyusunan rencana kerja
4. Perangkat administrasi
5. Perangkat pencatatan dan pelaporan program serta keuangan

Waktu Pelaksanaan

Pembentukan tim dilaksanakan pada tahap persiapan dan pemantapan
dilaksanakan secara berkesinambungan sepanjang pelaksanaan program
hingga tercapai tujuan yang diharapkan dan diteruskan dengan dengan
tahap pemeliharaan.

Prinsip-prinsip Pelaksanaan

a. Tim yang terbentuk melibatkan semua unsur terkait yang bekerja secara
terintegrasi dengan fungsi masing-masing

b. Bila terjadi perpindahan personel disertai dengan serah terima yang
jelas kepada personel baru

c. Bekerja secara tim dengan sistem komunikasi dan distribusi informasi
yang merata
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f. Identifikasi & Penentuan Kerjasama dengan
Mitra/Organisasi pelaksana

Pendahuluan

Identifikasi adalah menentukan, mitra kerja yang akan terlibat atau
mempunyai pengaruh pada kelancaran program intervensi sesuai dengan
komponen:

1. Mitra kerja yang berperan dalam penciptaan lingkungan yang
mendukung

2. Mitra kerja yang berperan dalam komponen Komunikasi Perubahan

Perilaku

Mitra kerja yang berperan dalam pengadaan dan distribusi kondom

4. Mitra kerja yang berperan dalam pelayanan klinik IMS

@

Ruang Lingkup

1. Mengidentifikasi mitra kerja yang terkait dengan setiap komponen
intervensi (komponen 1, 2, 3 dan 4)

2. Membangu kesepakatan bersama calon mitra kerja

3. Membangun kerjasama yang saling menghormati fungsi dan peran
masing masing

4. Membangun suasana yang kondusif bagi mitra kerja untuk
berpartisipasi aktif dalam program intervensi

Tujuan

* Terbentuknya suatu kerja sama dengan semua mitra kerja pelaksanaan
program intervensi, meliputi komponen 1, 2, 3 dan 4

Sasaran

Mitra kerja pendukung pelaksanaan Komponen 1:

e Jajaran administrasi pemerintahan yang terkait di tingkat
kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, kepolisian setempat, TNI
dsb.

e Tokoh masyarakat setempat seperti: RW, RT, tokoh kunci, pemuka
agama, peugas keamanan, dll.

e Tokoh yang ada di dalam komunitas seperti: mucikari, mami,
pemilik wisma, manager, PE, dsb.

e Pihak lain yang dipandang perlu
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Mitra kerja pendukung pelaksanaan Komponen 2:

e Lembaga swadaya masyarakat setempat yang bergerak di bidang
intervensi perubahan perilaku bagi populasi berisiko yang menjadi
sasaran program.

e Petugas kesehatan yang berfungsi sebagai petugas lapangan yang
bekerja di bidang intervensi perubahan perilaku bagi populasi
berisiko yang menjadi sasaran program.

e Tokoh masyarkat setempat seperti: RW, RT, tokoh kunci, pemuka
agama, peugas keamanan , dlIl.

e Tokoh yang ada di dalam komunitas seperti: mucikari, mami,
pemilik wisma, manager, PE, dsb.

e Pihak lain yang dipandang perlu

Mitra kerja pendukung pelaksanaan Komponen 3:

e Tokoh di dalam komunitas yang telah membentuk Pokja di tingkat
lokasi.

e Para produsen dan distributor kondom

e Penjual eceran yang berada di sekitar lokasi

e Pihak lain yang dipandang perlu

Mitra kerja pendukung pelaksanaan Komponen 4:

e Puskesmas dan Klinik yang melaksanakan layanan IMS di tingkat
lokasi

e Lembaga swadaya masyarakat setempat yang bekerja untuk
komponen 2.

Pelaksana

Tim PPB tingkat kabupaten/kota bersama dengan tim di tingkat provinsi

Sarana

Kantor Dinas Kesehatan setempat atau Puskesmas pelaksana/ Klinik IMS

Waktu Pelaksanaan

Pada tahap persiapan saat melaksanakan penilaian atau pemetaan
termasuk pemetaan dari mitra yang berperan di daerah sasaran. Dengan
demikian sejak awal rencana pelaksanaan program mitra kerja harus sudah
diidentifikasi yang kemudian akan dikelompokkan dalam komponen-
komponen intervensi.
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Tempat Pelaksanaan

Di kabupaten/kota tempat pelaksanaan program

Prinsip-prinsip Pelaksanaan

Pemilihan mitra kerja didasarkan pada hal sebagai berikut:

=

Mitra kerja menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap program
Mitra kerja memiliki kompetesi untuk menjalankan tugas.
3. Mitra kerja yang memiliki relevansi dengan program

N

g. Pengembangan Kapasitas SDM (bagi tim IPP & Klinik baru)

Pendahuluan

Pengembangan kapasitas adalah proses terencana yang ditujukan untuk
mengembangkan keterampilan teknis inti, struktur organisasi, sumber-
sumber dan komitmen secara berkelanjutan untuk meningkatkan
kompetensi SDM yang ada .

Pengembangan kapasitas lebih dari sekadar pelatihan. Pengembangan
kapasitas bisa dilakukan dengan berbagai cara mulai dari pelatihan,
pengayaan, magang, studi banding, kursus, workshop, supervisi, coaching
dan lain-lain. Luaran akhir dari pengembangan kapasitas adalah
pengetahuan, sikap dan keterampilan yang berkembang dan meningkat.

Ruang Lingkup

Pengembangan kapasitas bisa dijalankan dalam beberapa ranah dan pilihan
tergantung kebutuhannya.

Ruang Lingkup Definisi
Pengembangan Kapasitas
Pengembangan keterampilan teknis Peningkatan keterampilan yang

diperlukan untuk menjalankan aspek
teknis spesifik dari program.
Pengembangan keterampilan Peningkatan keterampilan yang
manajemen diperlukan untuk mengelola program
secara efektif dan pemanfaatan
sumber-sumber organisasi.
Pengembangan jejaring Perbaikan keterikatan organisasi
dengan para konstituennya, sesama
organisasi dan pembuat kebijakan
untuk meningkatkan dukungan-
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dukungan kegiatan program.
Kolaborasi multi-sektor Ekspansi kegiatan-kegiatan program
kepada sektor publik dan swasta
yang belum terlibat dalam
pencegahan IMS dan HIV.

Untuk tujuan PPB ini paling tidak terjadi pengembangan keterampilan
teknis dan manajemen. Kedua keterampilan ini adalah keterampilan dasar
dalam penyelenggaraan program PPB untuk pengendalian IMS ini.

Paket pengembangan kapasitas dalam rangka PPB untuk pengendalian IMS
adalah:

- Pelatihan IPP, terutama KPP, mobilisasi komunitas dan pemasaran
sosial kondom

- Pelatihan tata laksana IMS di klinik

- Pelatihan pengelolaan PPB antara staf IPP dan klinik

- Pelatihan Monitoring dan evaluasi

Tujuan

Tujuan pengembangan kapasitas ini adalah untuk:

e Meningkatkan keterampilan yang diperlukan pelaksana program untuk
menjalankan aspek teknis spesifik dari program.

Aspek teknis spesifik program ini antara lain:

- Pelaksanaan kegiatan-kegiatan persiapan

- Pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada komponen 1) penguatan dan
koordinasi antar pemangku kepentingan; komponen 2) KPP;
komponen 3) pemasaran sosial dan pengelolaan logistik kondom;
dan komponen 4) layanan IMS.

e Meningkatkan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola program
secara efektif dan pemanfaatan sumber-sumber organisasi yang ada.

Sasaran

Sasaran pengembangan kapasitas ini adalah:

- Staf lembaga pelaksana IPP (Petugas penjangkau, pendidik sebaya, ,
dll)
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- Staf lembaga pelaksana layanan IMS (dokter, perawat/bidan, teknisi
lab dan staf administrasi klinik)

- KPA dan dinkes provinsi dan/atau kota/kabupaten yang tergabung
dalam tim M&E

Pelaksana

Pelaksana pengembangan kapasitas ini bisa bervariasi tergantung pada
bentuk pengembangan kapasitas yang dilakukan.

Misalnya untuk pelatihan. Dilaksanakan oleh tim trainer tingkat nasional
maupun provinsi yang telah ada. Hal ini berlaku baik untuk pelatihan IPP
atau pelatihan layanan IMS. Tim trainer ini dibawah koordinasi Depkes.

Tim trainer tingkat nasional terdiri dari beberapa staf Depkes (subdit AIDS,
Promkes, dan PPSDM), LSM internasional dan konsultan lepas. Tim trainer
tingkat provinsi terdiri dari beberapa staf Dinkes (provinsi dan
kota/kabupaten), KPA, LSM internasional dan LSM lokal.

Untuk pengayaan dapat dilakukan oleh staf dalam posisi tertinggi di
internal lembaga pelaksana program. Namun dapat juga mengundang
anggota tim trainer atau narasumber lokal yang ada.

Karena pelaksana pengembangan kapasitas bisa sedemikian bervariasi,
maka pelaksana program dan disain program yang perlu menetapkannya
dan berkoordinasi dengan Dinkes setempat.

Sarana

Sarana yang diperlukan dalam kegiatan ini adalah:

e konsep dan disain pengembangan kapasitas
e formulir kebutuhan training

e modul pelatihan

e pedoman pengembangan kapasitas

Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan pengembangan kapasitas akan dibedakan menjadi 2:

e Secara serentak, pada awal dan pertengahan program
e Sewaktu-waktu, melihat kebutuhan spesifik di tiap komponen program
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Tempat Pelaksanaan

Tempat pelaksanaan pengembangan kapasitas sebaiknya dibuat sedekat
mungkin dengan kota/kabupaten di mana program di jalankan.

Prinsip Pelaksanaan

Pengembangan kapasitas dilaksanakan dengan praktek langsung atau
dalam bentuk lokakarya disertai dengan simulasi secara lengkap dengan
melibatkan para pelaku.

h. Lokakarya Pengobatan Presumtif Berkala dalam
Pengendalian IMS (bagi seluruh tim yang telah
mendapatkan pelatihan dasar)

Pendahuluan

PPB merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara kontinyu
dengan melihat keberhasilan dalam penggunaan kondom serta prevalensi
IMS pada wilayah tersebut. PPB juga melibatkan banyak pihak dari layanan
kesehatan, pemerintah daerah serta masyarakat sehingga dalam
pelaksanaannya perlu persiapan dalam bentuk lokakarya.

Ruang Lingkup

Lokakarya di sini melibatkan perwakilan dari pemerintah lokal, penggerak
masyarakat, pemangku kepentingan lokal, KPA kabupaten/kota, KPA
Provinsi, jajaran kesehatan dari puskesmas setempat atau layanan
kesehatan swasta setempat, dinas kesehatan kabupaten/kota serta dinas
kesehatan provinsi. Semuanya ini dilakukan untuk mempersiapkan
komponen penggerakan masyarakat, intervensi perubahan perilaku,
ketersediaan kondom dan layanan kesehatan.

Tujuan

Diharapkan dalam lokakarya ini terdapat kesepahaman dari semua pihak
yang terlibat dari seluruh komponen dan keselarasan dalam pelaksanaan
kegiatan PPB di lapangan dalam bentuk rencana tindak lanjut yang
komprehensif.

Sasaran

Sasaran berdasarkan komponen:
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1. Layanan Kesehatan: Petugas kesehatan setempat (dokter, bidan, petugas
laboratorium dan petugas administrasi), staf dinas kesehatan
kabupaten/kota serta staf dinas kesehatan provinsi.

2. Penggerakan masyakat: Petugas Lapangan, Penggerak Masyarakat,
Tokoh Masyarakat, Tokoh kunci (preman, tukang parkir, pak RT, polisi,
kamtib, dinsos dan lainnya), pemerintah daerah.

3. Ketersediaan kondom: Tokoh masyarakat, staf dinas kesehatan
kabupaten/kota, KPA Kabupaten/Kota, KPA Provinsi, pemerintah
daerah, petugas lapangan.

4. Perubahan perilaku populasi kunci: petugas lapangan, pengerak
masyarakat, tokoh kunci, tokoh masyarakat, perwakilan populasi kunci.

Pelaksana

Pelaksana kegiatan tersebut dipimpin oleh Dinas Kesehatan setempat dan
berkoordinasi dengan KPA Kabupaten/Kota serta mendapat dukungan
teknis dari Dinas Kesehatan Provinsi dan KPA Provinsi.

Sarana

Pada lokakarya ini membutuhkan 1 ruangan besar untuk melakukan
pertemuan secara keseluruhan, 2 ruang untuk melakukan diskusi per
komponen kegiatan, puskesmas/layanan kesehatan di lapangan sebagai
tempat praktek, lapangan sebagai tempat persiapan penggerakan massa.

Waktu Pelaksanaan

Persiapan pelaksanaan lokakarya dilakukan 2-4 minggu sebelum
pelaksanaan kegiatan lokakarya PPB, diharapkan dengan itu ada cukup
waktu yang dibutuhkan untuk membuat Kerangka Acuan (Term of
Reference), undangan, budget kegiatan lokakarya. Waktu pelaksanaan
lokakarya PPB sendiri membutuhkan waktu selama 3 hari.

Hari 1:

Semua peserta berkumpul secara keseluruhan untuk mendapatkan
pemahaman yang sama mengenai PPB.

Setelah mendapatkan pemahaman yang sama tentang PPB, maka semua
peserta dikelompokkan menjadi 2 berdasarkan layanan kesehatan dan
penggerakan masyarakat. Pada masing-masing kelompok akan dilakukan
penajaman pemahaman di masing-masing kelompok. Pembicaraan dimulai
dari isu teknis sampai dengan proses monitoringnya.
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Hari 2:

Masing-masing kelompok menuju lokasi tempat praktek lapangan. Pada
siang-sore hari, dilakukan integrasi praktek lapangan pada dua kelompok
tersebut.

Hari 3:

Semua peserta berkumpul di tempat pertemuan. Membahas permasalahan-
permasalahan yang ada dari masing-masing kelompok dan pengalaman
pada saat integrasi praktek lapangan pada dua kelompok tersebut.

Di akhir lokakarya tersebut, peserta diharapkan membuatkan rencana
tindak lanjut yang komprehensif terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

Tempat Pelaksanaan

Ruang pertemuan dan Tempat Praktek Lapangan (puskesmas maupun
lapangan).

Prinsip pelaksanaan

1. Peserta mempunyai kesapahaman mengenai konsep PPB termasuk
penggunaan kondom konsisten

2. Masing-masing peserta memahami tugas dan tanggung jawabnya
dalam kegiatan PPB.

3. Masing-masing peserta berperan secara aktif dalam mensukseskan
kegiatan tersebut.

4. Mempunyai rencana tindak lanjut yang komprehensif dan nyata serta
dapat dilaksanakan di lapangan

Cara pelaksanaan

1. Membentuk tim kecil dengan dipimpin oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten/kota dan dikoordinasikan oleh KPA Kabupaten/Kota

2. Memberikan undangan kepada seluruh sasaran terkait.

3. Mengkoordinasikan materi ataupun bahan serta melakukan koordinasi
dalam rangka mempersiapkan narasumber dalam lokakarya tersebut.

4. Mempersiapkan ruang pertemuan dan akomodasi selama pertemuan
dan praktek di lapangan.

5. Mempersiapkan kebutuhan di lapangan berupa penyiapan kegiatan
praktek di tingkat komunitas maupun di tingkat layanan kesehatan.

6. Melakukan Pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana waktu
pelaksanaan.
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7. Melakukan koordinasi yang baik terhadap 2 kelompok tersebut
sehingga terjadi kesepahaman dan keselarasan dalam pelaksanaan
kegiatan tersebut.

8. Mendorong terjadinya rencana tindak lanjut yang komprehensif dan
nyata serta dapat diterapkan di lapangan.

9. Memberikan seluruh hasil rencana tindak lanjut kepada seluruh peserta
dan menginformasikan kepada kepala dinas, bupati/walikota
berdasarkan hasil pertemuan tersebut.

I. Pengembangan Rencana Kerja dan Anggaran

Ruang Lingkup

Rencana kerja untuk setiap komponen disusun berdasarkan tahapan yang
diuraikan pada Bab Penyelenggaraan PPB bagi masing populasi. Setiap
tahap meliputi hal sebagai berikut:

Jenis Kegiatan (jumlah kegiatan, jumlah peserta)
Bahan dan alat

Waktu pelaksanaan

Penanggung jawab/ pelaksana

Biaya

Sumber daya dan dana

AL e

Tujuan

Rencana kerja diperlukan untuk menjadi arah pedoman dari pelaksanaan
PPB di lapangan.

Sasaran

Tim pelaksanan PPB dari tingkat nasional hingga tingkat lokasi.

Pelaksana

Seluruh anggota tim.

Sarana

Lembar kerja (terlampir).
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Waktu Pelaksanaan

Pada tahap persiapan.

Tempat Pelaksanaan

Ditentukan sesuai dengan kesepakatan tim.

Prinsip Pelaksanaan

Rencana kerja harus:
1. Mampu laksana

2. Biaya terjangkau
3. Memuat jadwal yang jelas

Cara Pelaksanaan

Rencana kerja disusun melalui kesepakatan antar anggota tim dengan
mempertimbangkan semua tahapan di dalam setiap komponen intervensi.

J. Mempersiapkan Logistik per komponen

Pendahuluan:

Alat dan bahan yang harus disiapkan untuk mendukung kegiatan program

Ruang lingkup:

Peralatan, alat tulis, bahan habis pakai, reagen, obat, pedoman, petunjuk
teknis, kuesioner, formulir pencatatan, formulir laporan,

Tujuan:

Menyiapkan alat dan bahan habis pakai untuk mendukung kegiatan
program

Pelaksana:

Pengelola program bekerjasama dengan pelaksana di lapangan
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Waktu Pelaksanaan:

Sebelum kegiatan dilaksanakan

Tempat Pelaksanaan:

Provinsi dan Kabupaten/Kota

Dibawah akan dijelaskan secara garis besar tentang kebutuhan logistik dari
masing-masing komponen.

Komponen 1: Penguatan Komitmen Pemangku Kepentingan
dan Mobilisasi Komunitas

Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan dan dibutuhkan dalam Komponen
Mobilisasi Komunitas dan Penguatan Pemangku Kepentingan ini adalah:

e DPaket 1 Pelatihan Intervensi Perubahan Perilaku (IPP), pada Modul 1
tentang Kebijakan dalam Penanggulangan Program IMS, HIV dan
AIDS (diterbitkan oleh Departemen Kesehatan RI, 2009).

e Paket 1 IPP, Modul 4 tentang Penjajakan Kebutuhan secara Cepat
untuk Pengembangan Program IPP (diterbitkan oleh Direktorat
Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular & Penyehatan
Lingkungan, Depkes RI, 2009).

e Paket 2 Pelatihan IPP, pada Modul tentang Mobilisasi Komunitas
(diterbitkan oleh Depkes RI, 2009).

e Standar Prosedur Operasional tentang Penguatan Pemangku
Kepentingan di tingkat Lokal (diterbitkan oleh Depkes RI, 2009).

e Media pendukung lainnya seperti materi cetak, audio maupun
visual.

Komponen 2: Komunikasi Perubahan Perilaku

Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan dan dibutuhkan dalam Komponen
Komunikasi Perubahan Perilaku ini adalah:

e Seluruh Paket 1 Pelatihan IPP, terdiri 18 modul (diterbitkan oleh
Depkes RI, 2009).

e Paket 2 Pelatihan IPP, pada Modul tentang Mobilisasi Komunitas
(diterbitkan oleh Depkes RI, 2009).

e Standar Prosedur Operasional yang diterbitkan oleh Direktorat
Jenderal Depkes RI, 2009, yakni:

i. Outreach
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ii. Penilaian Risiko Individu
iii. Penilaian Risiko Kelompok
iv. Peer Education
v. Edutainment
vi. Kelompok Dukungan Sebaya
vii. Jaringan Rujukan berbasis Komunitas

e Media pendukung lainnya seperti materi cetak, audio maupun
visual.
e Formulir pencatatan kegiatan lapangan.

Komponen 3: Pemasaran Sosial dan Pengelolaan Logistik
Kondom & Pelicin

Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan dan dibutuhkan dalam Komponen
Pemasaran Sosial dan Pengelolaan Logistik ini adalah:

e Paket 1 Pelatihan IPP, Modul 1 tentang Kebijakan dalam
Penanggulangan Program IMS, HIV dan AIDS (diterbitkan oleh
Depkes RI, 2009).

e Paket 1 IPP, Modul 4 tentang Penjajagan Kebutuhan secara Cepat
untuk Pengembangan Program IPP (diterbitkan oleh Depkes RI,
2009).

e DPaket 2 Pelatihan IPP, pada Modul tentang Pemasaran Sosial
Kondom (diterbitkan oleh Depkes RI, 2009).

e Standar Prosedur Operasional yang diterbitkan oleh Depkes RI, 2009,
tentang Pemasaran Sosial dan Pengelolaan Logistik Kondom.

e Media pendukung lainnya seperti materi cetak, audio maupun

visual.
e Formulir pencatatan untuk pengelolaan kondom.
e Outlet.
e Kondom.
e Pelicin.

e Formulir pencatatan jual-beli.

Komponen 4: Layanan IMS

Penyiapan logistik untuk layanan IMS tergantung dari tata laksana IMS
yang akan dilakukan di Puskesmas/Klinik swasta. Secara garis besar
logistik yang perlu disiapkan adalah logistik yang sifatnya hanya
disediakan sekali saja, misalnya peralatan untuk keperluan pemeriksaan
IMS, dan yang sifatnya harus disediakan secara berkala setiap 3 bulanan, 6
bulanan, atau tahunan seperti misalnya bahan habis pakai, reagensia, dan
obat.
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Untuk pengadaan kebutuhan logistik dapat dilakukan pada tingkat
nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. keperluan logistik minimal
yang harus disediakan berdasarkan tatalaksana IMS, adalah:

A) Pendekatan sindrom
a) Peralatan:

i)
ii)
iii)
iv)

meja ginekologi,

lampu pemeriksaan,
spekulum

anuskopi + lubrikan (waria)

b) Bahan habis pakai: sarung tangan
c) Obat:

i)
i)

iii)

Cefisim 400 mg + Azitromisin 1 gr sd
Metronidazol 2 gr
Benzatin Penisilin 2,4 jt U

d) Formulir catatan medis

Untuk butir a) pengadaan hanya cukup 1 kali. Untuk butir b) samapai
dengan d) pengadaan dilakukan secara berkala.

B) Pemeriksaan dengan laboratorium sederhana.
a) Peralatan

Meja ginekologi
Lampu pemeriksaan
Spekulum (PSP), anuskopi + lubrikan (waria)

Mikroskop
v) Rotator
vi) Sentrifus

Mikropipet 5 - 50 ul

b) Bahan habis pakai

viii

)
)
i)
i)
ix)
a
i)
i)
i)

c) Reagen

i
ii

iii

iv)

v)

Sarung tangan

Gelas objek (Slide)

Cover glass

Kapas aplikator steril

Jarum vacutainer

Tabung vacutainer serum Clot Activator (SST)
Ujung pipet (Tip) kuning

Semprit 10 cc + jarum no 18

pH paper 3,8 - 5,4

Gram atau Methilen Blue

NaCl 0,9% (tidak dibutuhkan untuk waria)
KOH 10% (tidak dibutuhkan untuk waria)
Minyak emersi

RPR Shield
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vi) TPHA
d) Obat
i) Sefiksim 400 mg + Azitromisin 1 gr
) Metronidasol 2 gr (tidak dibutuhkan untuk waria)
iii) Benzatine Penicillin 2,4 jt IU
) Nistatin 100.000 IU supositoria 1x1 selama 14 hari (tidak
dibutuhkan untuk waria)

Pengadaan logistik untuk butir A dan B bisa dilakukan pada tingkat
provinsi dan kabupaten/ kota. Rincian kebutuhan logistik dapat dilihat
pada petunjuk teknis tata laksana IMS

Untuk evaluasi kegiatan layanan IMS dengan sindrom ataupun dengan
laboratorium sederhana dibutuhkan pemeriksaan yang lebih sensitif dan
spesifik untuk melihat prevalensi IMS khususnya gonore/klamidia yaitu
dengan Polymerase Chain Reaction (PCR). Pemeriksaan ini tidak dapat
dilakukan untuk kegiatan rutin karena harganya masih mahal dan
dibutuhkan persiapan khusus untuk pemeriksaannya sehingga hanya
dilakukan secara berkala dan baru dapat dikerjakan di Balai Penelitian dan
Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) Jakarta. Adapun logistik yang
diperlukan

a) PCR kits
b) Ice pack
c) Stereoform untuk pengiriman sampel PCR ke Litbangkes Jakarta

Untuk pengadaan logistik kebutuhan melakukan evaluasi pelaksanaan PPB
sebaiknya dilakukan pada tingkat nasional
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PENYELENGGARAAN PPB PADA PSP

Komponen 1. Penguatan
Komitmen Pemangku
Kepentingan dan
Mobilisasi Komunitas -
PSP

Latar Belakang

Dalam Intervensi Perubahan Perilaku, keterlibatan pemangku kepentingan
tingkat wilayah berperan sangat penting dalam terciptanya lingkungan
kondusif untuk perubahan perilaku. Bahkan hal ini menjadi salah satu
syarat agar perubahan perilaku tidak hanya fokus pada individu, namun
juga mengusahakan transformasi lingkungan sosial di mana perubahan
akan dilakukan.

Keterlibatan pemangku kepentingan diharapkan dalam setiap tahapan,
dimulai dari menyadari adanya masalah kesehatan di wilayahnya sampai
pada keterlibatan dan bertanggung jawab mengelola program di lokasi
secara berkelanjutan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat (termasuk di dalamnya
pemangku kepentingan) harus didekati secara intensif, diajak berpikir kritis
dan menganalisa permasalahan yang mereka hadapi. Hanya dengan cara
inilah maka kepekaan, kesadaran serta keinginan untuk melakukan
perubahan dari keadaan saat ini dapat ditimbulkan. Proses ini bukan
merupakan proses sekali jadi melainkan berlangsung terus menerus.
Keterlibatan pemangku kepentingan juga penting karena keberadaan
mereka di wilayah intervensi lebih sering dan lebih lama. Para tokoh
tersebut juga merupakan bagian dari sistem yang ada, sehingga perubahan
perilaku Kelompok dampingan lebih mungkin terjadi bila seluruh pihak
meyakini dan mendukung terjadinya perubahan perilaku.
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Peran Pemangku Kepentingan dalam Perubahan Perilaku

Umumnya perilaku KD dipengaruhi oleh lingkungan terdekatnya, yaitu
orang yang mempunyai pengaruh atas mereka (misalnya: mami atau
pengelola wisma) atau teman-teman sepekerjaannya. Bila mami diminta
oleh instansi tertentu menggiring anak buahnya untuk melakukan
pemeriksaan IMS, maka bisa dipastikan KD akan melakukannya. Demikian
pula dengan penggunaan kondom. Jika mami/manager telah menjamin
ketersediaan kondom dan menetapkan penggunaannya pada semua KD
maka mereka tentu akan mematuhinya.

Situasi yang saat ini terjadi adalah beberapa KD telah memahami
pentingnya menggunakan kondom untuk kesehatan mereka, namun
mami/manager atau teman KD lainnya belum menyadari bahwa
penyediaan dan penggunaan kondom adalah tanggung jawab semua pihak
yang berada di lokasi. Oleh karenanya lingkungan harus diintervensi
sehingga terjadi perubahan nilai dan norma di tingkat komunitas yang
memberikan dukungan positif dan optimum terhadap perubahan perilaku.

Tujuan

Tujuan Umum

Penciptaan lingkungan yang kondusif untuk perubahan perilaku berisiko
pada individu dan kolektif dengan melakukan transformasi lingkungan
sosial.

Tujuan Khusus

1. Pemangku kepentingan berpartisipasi secara aktif memberikan
dukungan terhadap terciptanya lingkungan yang mendukung
perubahan perilaku bagi kelompok dampingan.

2. Dikembangkan dan dilaksanakannya peraturan lokal yang
mendukung upaya perubahan perilaku dari kelompok dampingan.

Ruang Lingkup

Tahapan Pengembangan Strategi KPP

Menyatakan tujuan program
Melibatkan pemangku kepentingan
Mengidentifikasi populasi target
Menjalankan penilaian formatif KPP
Mensegmentasi populasi target

AN
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Mengidentifikasi tujuan perubahan perilaku
Merancang strategi KPP dan M&E
Mengembangkan produk komunikasi

. Prates

10. Implementasi dan pemantauan

11. Evaluasi

12. Analisis umpan balik dan revisi

0 © N o

Tahapan Kegiatan Implementasi Non-Komunikasi

=

Pemetaan Lokasi dan Populasi

Pendekatan pada kelompok sasaran

3. Meningkatkan pengetahuan dengan pemberian Informasi Kesehatan
Seksual (termasuk IMS, HIV & AIDS) melalui pendekatan Individu
& Kelompok (penjelasan rinci pada juknis)

4. Meningkatkan ketrampilan dalam perubahan perilaku dengan
pendekatan Individu (penjelasan rinci pada juknis)

5. Meningkatkan ketrampilan dalam perubahan perilaku dengan
pendekatan kelompok (penjelasan rinci pada juknis)

6. Mengembangkan kerjasama untuk membangun jaringan rujukan
bersama pihak-pihak penyedia layanan IMS, KTS (termasuk tes
HIV), MK, KDS serta akses pengobatan ke tempat layanan kesehatan
yang ada

7. Pelaksanaan rujukan pada layanan pemeriksaan dan pengobatan
IMS

8. Pelaksanaan rujukan layanan dukungan perawatan dan

pengobatan/CST (bila dikehendaki dan dibutuhkan)

N>

Komponen 2: Komunikas
Perubahan Perilaku PSP

Latar Belakang

Komunikasi Perubahan Perilaku (Behavior Change Communication = BCC),
selanjutnya akan disingkat dengan KPP, adalah suatu upaya untuk
mengubah perilaku melalui proses interaktif yang melibatkan KD dan
komunitas untuk merancang beragam pesan menggunakan berbagai
macam media dan saluran untuk mempromosikan, mengembangkan dan
memelihara perilaku positif.
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KPP merupakan salah satu strategi Intervensi Perubahan Perilaku (IPP/
Behavior Change Intervention) yang paling populer dan telah diakui secara
luas oleh berbagai lembaga internasional. Selama 30 tahun terakhir KPP
telah digunakan untuk berbagai isu antara lain keluarga berencana,
kesehatan reproduksi, kesehatan seksual termasuk HIV dan AIDS.

KPP merupakan bagian penting dari program komprehensif yang secara
umun memiliki dampak pada :

* Meningkatkan pengetahuan IMS, HIV dan AIDS

* Mengubah sikap dan kepercayaan kelompok

* Mengubah persepsi risiko

* Meningkatkan keterampilan dalam mempertahankan perilaku aman.

Dalam hal ini penekanan KPP adalah memusatkan perhatian pada individu
dan kelompok. Adapun pelibatan pemangku kepentingan dan komunitas
yang lebih luas akan dibahas dalam Petunjuk Teknis Komponen 2.

Peran Komunikasi Perubahan Perilaku

KPP merupakan komponen tak terpisahkan dari program pencegahan,
perawatan dan dukungan HIV/AIDS komprehensif. KPP memiliki
sejumlah peran yang berbeda tetapi saling terkait. KPP efektif dapat:

e Meningkatkan pengetahuan. KPP dapat memastikan bahwa
masyarakat diberi fakta-fakta dasar mengenai HIV dan AIDS melalui
suatu bahasa atau media visual (atau media lain yang dapat dipahami
dan diserap oleh masyarakat).

e Menstimulasi dialog masyarakat. KPP dapat mendorong terjadinya
diskusi komunitas dan ansional mengenai fakta-fakta dasar mengenai
HIV/AIDS dan faktor-faktor yang mendasari serta berperan dalam
epidemi seperti perilaku berisiko dan setting berisiko, lingkungan, dan
praktek-praktek budaya terkait seks dan seksualitas, serta praktek-
praktek marjinal (seperti pemakaian narkoba) yang menciptakan
kondisi tersebut. KPP dapat pula menstimulasi perilaku yang mencari
layanan kesehatan untuk pencegahan, perawatan dan dukungan.

e Mendorong perubahan sikap yang esensial. KPP dapat mengarah pada
perubahan sikap yang sesuai mengenai, misalnya, persepsi risiko
pribadi untuk terkena infeksi HIV, kepercayaan mengenai hak dan
tanggung jawab untuk praktek aman dan layanan kesehan yang
mendukung, pemberian layanan yang peduli dan tidak menghakimi,
keterbukaan mengenai peran jender dan peningkatan hak-hak dasar
untuk mereka yang rentan dan terkena HIV dan AIDS.
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e Mengurangi stigma dan diskriminasi. Komunikasi mengenai
pencegahan HIV dan mitigasi AIDS harus mengungkap stigma dan
diskriminasi serta upaya untuk mempengaruhi respon sosial terhadap
mereka (lihat boks).

e Menciptakan kebutuhan akan informasi dan layanan. KPP dapat
mempercepat individu dan komunitas terhadap permintaan informasi
mengenai HIV/AIDS dan layanan yang sesuai.

e Advokasi. KPP dapat membuat para pembuat kebijakan dan orang-
orang yang opininya berpengaruh untuk menciptakan pendekatan
efektif terhadap epidemi.

¢ Mempromosikan layanan untuk pencegahan, perawatan dan
dukungan. KPP dapat mempromosikan layanan untuk IMS, pemakai
narkoba suntik (Penasun), anak yatim piatu dan anak yang rentan
(OVCQ), konseling dan pemeriksaan sukarela (KTS) untuk penularan ibu
ke anak (MTCT), kelompok dukungan untuk ODHA, layanan klinis
untuk infeksi oportunistik dan dukungan sosial dan ekonomi. KPP juga
merupakan komponen terpadu dari layanan-layanan ini.

e Meningkatkan keterampilan dan rasa mampu melakukan
keterampilan tersebut (self-efficacy). Program KPP dapat berfokus
pada pengajaran atau penguatan keterampilan dan perilaku baru seperti
pemakaian kondom, negosiasi seks aman dan praktek penyuntikan
aman. Program ini juga dapat berperan untuk memunculkan rasa
percaya diri untuk membuat dan bertindak berdasarkan keputusan
yang diambil.

Tujuan

Tujuan Umum

Pada dasarnya tujuan besar komunikasi perubahan perilaku adalah
mengembangkan perilaku positif, mempromosikan dan mempertahankan
perubahan perilaku individu, komunitas dan masyarakat serta
mempertahankan perilaku yang sesuai.

Tujuan Khusus

1. Mengubah perilaku seksual berisiko menjadi perilaku seksual yang
tidak berisiko atau lebih aman dari penularan IMS termasuk HIV
(salah satunya menggunakan kondom secara konsisten dalam setiap
hubungan seksual).

2. Mengubah perilaku pengobatan sendiri menjadi perilaku untuk
selalu mencari layanan kesehatan yang benar (termasuk pemeriksaan
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dan pengobatan IMS yang benar secara berkala ke tempat layanan
kesehatan yang sudah dipersiapkan).

Untuk mengubah perilaku PSP tersebut di atas, Pelaksanaan Program KPP
saja tidak cukup. KPP harus terkait dengan komponen lainnya seperti:

e Komponen penguatan pemangku kepentingan di lokasi (Komponen II)

e Komponen manajemen pasokan kondom dan pelicin (Komponen III)

e Komponen pemeriksaan dan pengobatan IMS melalui skrining IMS
maupun Pelaksanaan PPB di Puskesmas (Komponen 1V)

Ruang Lingkup

=

Pemetaan Lokasi dan Populasi peserta program KPP.

Pendekatan pada kelompok PSP (Penjaja Seks Perempuan)

3. Meningkatkan pengetahuan dengan pemberian Informasi Kesehatan
Seksual (termasuk IMS, HIV dan AIDS) secara individual maupun
berkelompok, terdiri dari:

i. Paparan informasi kesehatan seksual (termasuk informasi dasar
mengenai cara penularan dan pencegahan IMS, HIV dan AIDS)

ii. Pengenalan kondom (termasuk pelicin) sebagai alat pencegahan
penularan melalui hubungan seks dan praktek cara menggunakan
kondom dengan benar

iii. Praktek cara menegosiasikan kondom pada pelanggan

iv. Paparan informasi klinik yang direkomendasikan sebagai penyedia
layanan IMS yang efektif

v. Paparan informasi klinik yang direkomendasikan sebagai penyedia
layanan VCT

vi. Paparan informasi layanan Management Kasus (MK)

vii. Paparan informasi Kelompok Dukungan Sebaya (KDS)
viii. Paparan informasi tentang alkohol dan napza

4. Meningkatkan ketrampilan dalam perubahan perilaku dengan
pendekatan individu:

i. Konseling Penurunan Risiko untuk perubahan perilaku seks.

ii. Konseling Penurunan Risiko untuk mencari layanan kesehatan yang
efektif

iii. Penilaian Risiko Individu (PRI)

5. Meningkatkan ketrampilan dalam perubahan perilaku dengan

pendekatan kelompok:

i. Diskusi Interaktif Kelompok

ii. Penilaian Risiko Kelompok (PRK)

iii. Pengembangan Peer Educator dan usaha pemeliharaan kelompok
Peer yang sudah dilatih dalam rangka peningkatan partisipasi

N>
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dalam kegiatan pencegahan dan pengobatan IMS termasuk PPP dan
peningkatan penggunaan kondom.
iv. Mengoptimalkan partisipasi PSP (Penjaja Seks Perempuan) dalam
program pencegahan dan layanan pengobatan IMS
6. Mengembangkan kerjasama untuk membangun jaringan rujukan
bersama pihak-pihak penyedia Layanan IMS, KTS (termasuk Tes HIV),
MK, KDS serta akses pengobatan ke tempat layanan kesehatan yang
ada.
7. Pelaksanaan rujukan pada layanan pemeriksaan dan pengobatan IMS.
8. Pelaksanaan  Rujukan Layanan Dukungan Perawatan dan
Pengobatan/CST (bila dikehendaki dan dibutuhkan).

Dalam fase program saat ini, sasaran utama KPP adalah PSP (penjaja seks
perempuan). Pelanggan di lokasi juga menjadi sasaran dengan
menggunakan PSP sebagai agennya, serta menggunakan otoritas
Pemangku Kepentingan/Kelompok Kerja tingkat lokal dalam penerapan
peraturan di lokasi.

Bagan 2. Tahapan Pengembangan Strategi KPP

1

Menyatakan tujuan 2

orogram Melibatkan .
pemangku Mengidentifikasi 4.
kepentingan populasi target Menjalankan

penilaian
formatif KPP

5.
Mensegmentasi
populasi target

6.
Mengidentifikasikan tujuan
perubahan perilaku

Analisis umpan 7 |
11. ; an : ]
Evaluasi balik dan revisi Merancang strategi
KPP dan M&E l
¥ 8

R — 10.

Imol tasi d Mengembangkan
LS G produk komunikasi
pemantauan

12.
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Komponen 3: Pemasaran Sosial
dan Pengelolaan
Logistik Kondom &
Pelicin di Lingkungan
PSP

Latar Belakang

Pemasaran Sosial merupakan strategi untuk perubahan perilaku yang
memadukan elemen pendekatan tradisional dan perubahan sosial dalam
perencanaan dan kerangka kerja dengan memanfaatkan kemajuan
teknologi dan ketrampilan dalam pemasaran. Pemasaran sosial memiliki
tujuan menjawab permasalahan sosial, tidak hanya mendapatkan
keuntungan komersial.

Pemasaran Sosial memasukan penelitian sebagai bagian dari kegiatannya.
Penelitian membantu mengidentifikasi elemen penting apa saja yang perlu
diubah untuk mencapai tujuan. Karena perilaku manusia bukan
merupakan sesuatu yang stabil maka intervensi yang dilakukan harus
dimonitor dan dievaluasi untuk memastikan efektivitasnya. Artinya
penelitian harus diulangi secara rutin dapat menyesuaikan dengan
perubahan yang terjadi pada kelompok dampingan.

Pemasaran sosial berkaitan dengan compliance (arti harafiah: pemenuhan)
dari konsumen. Maksudnya, konsumen menggunakan produk yang dibeli
sesuai dengan tujuan pengadaan produk tersebut. Misalnya, kondom
dibeli karena digunakan sebagai alat kontrasepsi atau alat pengaman
terhadap IMS, HIV dan AIDS, bukannya digunakan sebagai balon. Bila
dibandingkan dengan pemasaran biasa, (contohnya) produsen minuman
ringan tidak terlalu peduli apakah minuman yang dihasilkannya tersebut
diminum atau dipakai menyiram tanaman. Bagi pemasaran biasa yang
terpenting adalah keuntungan (profit marketing). Produk tersebut sudah
dibeli. Dengan demikian pemasaran sosial erat berkaitan dengan edukasi.

Dalam Intervensi Perubahan Perilaku, ketersediaan kondom merupakan salah
satu aspek kunci. Pelicin menjadi kebutuhan berikutnya jika kondom telah
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tersedia dengan cukup dan dapat diakses dengan mudah. Perubahan
Perilaku tidak akan terjadi jika alat untuk menunjang perilaku tersebut tidak
tersedia.

Ketersediaan kondom dan atau pelicin memiliki makna bahwa:

1. Kondom dan atau pelicin dengan mudah diperoleh saat dibutuhkan:
a. Kondisi lingkungan memberikan suasana yang mendukung agar
kondom dan atau pelicin tersedia, dapat dibeli dan dipakai.
b. Penempatan outlet kondom dan atau pelicin memudahkan calon
pembeli untuk mengakses.
2. Kondom dan atau pelicin dijual dengan harga terjangkau sehingga
mampu dibeli oleh calon pemakai.
3. Kondom dan atau pelicin yang disediakan memiliki kualitas yang baik
dan tidak kadaluwarsa.

Untuk menjamin ketersediaan kondom dan atau pelicin diperlukan satu
manajemen yang rapi dari pengambilan pada distributor hingga sampai ke
tangan pemakai dan memastikan bahwa kondom selalu tersedia saat
diperlukan. Kondom biasanya dapat diperoleh di outlet umum yaitu tempat
dimana kondom biasa diperoleh yang berkaitan dengan ketersediaan kondom.
Misalnya, supermarket, apotik, dan toko obat. Kondom juga harus mudah
didapat saat diperlukan,  prinsipnya mendekatkan kondom pada mereka
yang membutuhkannya. Untuk itu diperlukan tempat penjualan alternatif
yang biasanya adalah orang yang berada di sekitar tempat transaksi seksual.
Termasuk dalam outlet alternatif adalah mereka yang berperan baik secara
langsung maupun tidak langsung dalam transaksi seksual, misalnya, tukang
ojek, tukang becak, mucikari, penjaga keamanan.

Tujuan

Tujuan umum dari program Pemasaran Sosial dan Manajemen
Pengelolaan Kondom adalah mengurangi perilaku berisiko tinggi dan
mempromosikan gaya hidup sehat melalui pemakaian kondom.

Tujuan khusus program ini adalah:

Memastikan agar kondom dan pelicin selalu tersedia dan terjangkau dalam
jumlah yang cukup di lokasi intervensi hingga unit terkecil, yakni di tiap
wisma sampai di tiap kamar setiap saat, dengan cara memperbaiki sistem
dan manajemen rantai pasokan (termasuk di dalamnya distribusi) kondom
dan pelicin.
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Ruang Lingkup

Persiapan dan penggalian kebutuhan
Management pengadaan dan pemasokan
Management penyimpanan
Management pendistribusian
Management promosi dan penjualan
Management keuangan

Sistem pencatatan dan pelaporan

Q™o an o

Komponen 4: Layanan IMS dengan
PPB bagi PSP

Pendahuluan

Yang dimaksud dengan Layanan IMS dengan PPB adalah layanan tatalaksana
klinis IMS dengan memberikan obat efektif secara berkala setiap 3 bulan untuk
gonore dan klamidia dengan pendekatan sindrom dan atau laboratorium
sederhana untuk infeksi menular secara seksual bagi penjaja seks perempuan
dan atau Waria

Tujuan

Menurunkan kesakitan IMS secara cepat dan menjaga angka IMS tetap rendah
di kelompok PSP dengan pemeriksaan berkala dan PPB bagi PSP atau Waria

Sasaran

Penjaja seks perempuan
Waria Penjaja seks
Pelanggan

Pasangan tetap

* & & o

Ruang Lingkup
Pedoman Layanan IMS meliputi lingkup:

1 Layanan administratif bagi PSP dan pasien klinik
2 Pemeriksaan klinis IMS secara berkala setiap bulan dengan pendekatan
sindrom maupun menggunakan pemeriksaan laboratorium sederhana.
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3 Pengobatan IMS sesuai indikasi pada setiap kunjungan klinik PSP dan
pelanggannya serta pasangan tetapnya dan penyediaan kondom di luar
masa PPB

4 Pemberian obat paket PPB (antibiotik untuk IMS tertentu, yang dalam hal

ini adalah gonore dan klamidia dengan sefiksim 400mg dan azitromisin 1gr
dosis tunggal) untuk menurunkan IMS dengan cepat dalam waktu singkat
dengan periode tiap 3 bulan sedapat mungkin harus mencakup sebanyak
mungkin PSP, dengan cara:

a. berbasis layanan kesehatan IMS (facility based)

b. berbasis layanan komunitas (community based)

Layanan yang ramah pengguna (user friendly)

Pelibatan PSP

Sosialisasi dengan PSP

Penerapan Kewaspadaan universal (KU)

Layanan rujukan untuk kasus yang tidak dapat diatasi di tempat

0 Penawaran tes HIV oleh petugas kesehatan kepada semua PSP dan kalau

mungkin pelanggannya atau pasangan tetapnya

= O 00 J O\ Q1

Pelaksana

Klinik/Puskesmas terpilih menetapkan sejumlah petugas kesehatan untuk
menjadi tim inti layanan IMS dalam program ini yang minimal berjumlah 4
orang dan terdiri dari:

¢ Dokter

¢ Perawat/bidan

¢ Petugas laboratorium
¢ Petugas administrasi

Tim harus sudah pernah mengikuti pelatihandasar tatalaksana IMS sesuai
kurikulum dan modul nasional. Tiap anggota tim perlu memahami benar

dasar pemikiran layanan IMS, pengendalian IMS yang komprehensif,
kelebihan dan kekurangan PPB, perbedaan PBB dan penapisan.

Cara Pelaksanaan

Layanan IMS terbagi menjadi dua kegiatan yaitu:

1. Saat pelaksanaan layanan PPB
2. Saat periode antara pelaksanaan layanan PPB

Pada hari pelaksanaan PPB, semua petugas siap di ruangan masing-masing.
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Saat PSP datang langsung melakukan registrasi dan dicatat nomor
identitasnya. Kemudian PSP menunggu di ruang tunggu. Sambil menunggu,
tim IMS bekerja sama dengan tim IPP dapat melaksanakan komunikasi dan
edukasi. Selanjutnya PSP masuk ke ruang pemeriksaan fisik dan dalam
ruangan tersebut akan diperiksa fisiknya kemudian PSP dipanggil masuk ke
ruang pengobatan dan konseling, untuk meminum obat Sefiksim 400 mg dan
Azitromisin 1 gram di depan petugas, menerima konseling dan sejumlah
kondom dan pelicin.

Saat pelaksanaan PPB dilakukan pemberian obat paket PPB di
Puskesmas/klinik yang terdiri dari Sefiksim 400 mg dan Azitromisin 1 gram
tanpa dilakukan pemeriksaan laboratorium (pendekatan berbasis layanan IMS
- facility based). Apabila sampai waktu pelaksanaan PPB yang sudah ditentukan
bersama antara petugas klinik, PL/PE, dan Pokja lokasi ternyata masih ada
PSP yang belum dapat PPB maka petugas Puskesmas/klinik bersama PL/PE
mendatangi rumah PSP dan memberikan pengobatan di tempat di depan
petugas Puskesmas/klinik (pendekatan berbasis layanan komunitas -
community based). Tujuan kedua pendekatan ini adalah agar dapat mencakup
sebanyak mungkin PSP sehingga diharapkan penurunan prevalensi IMS
dengan cepat yang selanjutnya harus diimbangi dengan pemakaian kondom
yang konsisten.

Setelah pelaksanaan PPB atau disebut periode diantara pelaksanaan layanan
PPB, layanan IMS dilakukan dengan pemeriksaan skrining/penapisan berkala
rutin (screening routine) dengan laboratorium sederhana untuk IMS selain
gonore dan klamidia yaitu trikomonas dan sifilis, dan Infeksi Saluran
Reproduksi seperti kandida dan bakterial vaginosis bagi PSP lama. Untuk
semua PSP baru yang datang saat periode antara pelaksanaan PPB maka
diberikan obat paket PPB (Sefiksim 400 mg + Azitromisin 1 gr) meskipun tanpa
gejala IMS. Pemeriksaan sifilis minimal dilakukan 1 kali selama setahun

Evaluasi PPB untuk melihat adanya penurunan prevalensi IMS dilakukan
dengan PCR yang waktunya bersamaan dengan Survei Surveilans Terpadu
Biologis dan Perilaku HIV/IMS (STBP). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat
pada Bagan 3. Kerangka Operasional Pelaksanaan PPB dan Program
Penggunaan Kondom Pada PSP
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Bagan 3. Kerangka Operasional Pelaksanaan PPB dan Program
Penggunaan Kondom Pada PSP

Persiapan: Pemeriksan Berkala di luar Jadwal pemberian PPB:
SDM, logistik, SEFIKSIM & AZITROMISIN UNTUK PSP baru, PSP lama dengan duh tubuh

pelgtl_han,_ serviks yang mukopurulen

sosialisasi. Penanisan rutin IMS dan lab sederhana untuk IMS selain NG/CT setian bulan

s ) A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A A A A 4
Survei Perilaku PPB || PPB IlI

Data dasar tes cepat
NG/CT

PPB | STBP 2010

H_J

Pertemuan Koordinasi Pertemuan Koordinasi

Monitoring Monitoring
Evaluasi Evaluasi

Ketersediaan kondom, intervensi struktural, mobilisasi masyarakat

Bagan alur pelayanan

Bagan alur pelayanan harus tergambar dengan jelas dan ditempel di tempat
yang mudah terlihat oleh klien

Bagan alur layanan terbagi menjadi layanan saat PPB di Puskesmas/klinik
dan di komunitas; dan layanan saat periode antara layanan PPB dengan
penapisan rutin di Puskesmas/klinik.

REVIEWED

By Slamet Yulianto at 1:38 am, Nov 09, 2013
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Bagan 4. Alur Layanan IMS bagi PSP pada saat PPB di Klinik/Puskesmas

Pasien | mH) | Registrasi BE) | Anamnesis 1

Pemeriksaan
Fisik

Pada Saat PPB di [
Klinik/ Puskesmas

Pengobatan
paket Sefiksim
+ Azitromisin

Pencatatan & - Konseling J
Pelaporan Kondom

Bagan 5. Alur Layanan IMS bagi PSP pada saat PPB di Komunitas

PL/IPE ‘ 3:::;;::: kunjungan
PKM/KIinik e Rumah ‘

P ad a S aat P P B d | Pengobatan

paket Sefiksim
Komun |taS + Azitromisin

Konseling
Pencatatan &
Pelaporan - * Pengobatan

+ Kondom
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Bagan 6. Alur Layanan IMS bagi PSP pada saat periode antara PPB di
Klinik / Puskesmas

Pasien ‘ Registrasi ‘ Anamnesis ‘

Pada saat periode antara PPB | Pemeriksaan
H iNi + Skrining dg anuskopi
di Klinik/ Puskesmas s Lab e NG

Pencatatan &
Pelaporan l

Pengobatan:
+ Paket Sefiksim + Azitromisin
: untuk PS baru dan PS lama
AL K::::‘I;::Ig - dengan duh mukopurulen
+ PS lama dan tanpa gejala

tergantung hasil lab

Bagan 7. Alur Layanan IMS bagi PSP saat PPB & periode antara PPB di

Puskesmas
PETUGAS LAPANGAN > REGISTRASI
I
ANAMNESIS, PF
I
| |
PPB PERIODE ANTARA PPB
| |
I 1
Semua PSP diber:. PSP baru, PSP lama LAB SEDERHANA
: ﬁiﬁﬁ%?:‘g" Azitr 1gr dengan dts mukopurulen
s Mot KIE + Sef400mg+ Azit 1gr |
+ Konseling obat IMS PSP lama tanpa dts mukopurulen
+ Konseling Pra tes HIV periksa:

+ Lab sifilis, triko, kandida, bv
Obat IMS sesuai hasil lab
Kondom, Materi KIE
Konseling pengobatan
Konseling pra-tes HIV

* ¢ o o

v
TEMUI DOKTER KETIKA ADA GEJALA, EFEK SAMPING

v

PENCATATAN & PELAPORAN
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Bekerja sama dengan tim IPP dan pokja

Tim klinik/ puskesmas perlu menjalin kerja sama yang baik dengan tim IPP
dan pokja lokasi. Mereka memiliki peran kunci untuk edukasi, fasilitasi dan
mobilisasi agar PSP hadir untuk PPB dan penapisan sesuai jadwal secara
rutin. Tim IMS perlu membantu tim IPP dan pokja, melalui pertemuan
koordinasi/sosialisasi, agar mereka mengetahui tentang;:

a. Dasar pemikiran dan manfaat layanan IMS

b. Dasar pemikiran, kelebihan dan kekurangan metode PPB dan metode
penapisan yang akan saling melengkapi

c. Alur pasien/Patient flow, prosedur pemeriksaan fisik, pengambilan
sample

d. Alat-alat yang akan dipakai, kemungkinan rasa kurang nyaman yang
akan timbul dan cara mengatasi rasa kurang nyaman

e. Pengobatan yang akan diberikan, kemungkinan efek samping dan tata
laksana efek samping

f. Jam danjadwal layanan

Dengan demikian tidak akan terjadi kesalahan informasi dan kesalah
pahaman di lapangan yang akan menghambat pelaksanaan di lapangan

Ramah terhadap lingkungan PS (User freindly), sehingga
dapat diterima dan membangun kepercayaan diantara
komunitas:

Sikap hormat dari petugas kepada para klien

Lokasi yang nyaman bagi para PSP

Menjaga konfidensialitas

Kalau perlu awanama

PS berhak menolak untuk menggunakan sarana layanan

O O O O0Oo

Sosialisasi dengan PSP

Tim IMS perlu menjalin hubungan yang baik dengan PSP yang akan
dilayaninya. Oleh karena itu perlu ada pertemuan sosialisasi. Dalam
pertemuan tersebut, tim IMS dapat:

a. Berkenalan dengan PSP yang akan dilayani

b. Membangun rapor yang baik dengan PSP, mendapat kepercayaan
PSP

c. Menjelaskan dasar pemikiran dan manfaat layanan IMS

d. Menjelaskan dasar pemikiran, kelebihan dan kekurangan metode
PPB dan metode penapisan yang akan saling melengkapi
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e. Menjelaskan alurnya, prosedur pemeriksaan fisik, pengambilan
sampel

f. Memperkenalkan alat-alat yang akan dipakai, kemungkinan rasa
kurang nyaman yang akan timbul dan cara mengatasi rasa kurang
nyaman

g. Menjelaskan pengobatan yang akan diberikan, kemungkinan efek
samping dan tata laksana efek samping

h. Menyepakati jadwal dan jam layanan

Melalui proses ini diharapkan PSP tidak akan merasa takut melainkan
akan merasa percaya diri untuk memanfaatkan layanan IMS sesuai
jadwal.

Melibatkan klien (PS) dalam kegiatan layanan

Untuk keperluan Mobilisasi PSP maka Tim IMS bekerja sama dengan
PSP baik sebagia pendidik sebaya ataupun sebagai tenaga penjangkau, di
samping tenaga penjangkau dari LSM.

a. Tim IMS menyusun jadwal PPB dan penapisan sesuai kesepakatan
dalam pertemuan dengan pokja dan PSP.

b. Tim IMS mengirimkan jadwal PPB dan penapisan kepada pokja,
mucikari, PSP, dan tim IPP

c. Tim IMS berkoordinasi dengan pokja dan tim IPP untuk memastikan
para PSP datang pada hari yang dijadwalkan. yang telah ditetapkan

Menerapkan Kewaspadaan Universal (KU)

Kewaspadaan universal harus selalu diterapkan setiap saat di klinik
layanan oleh semua petugas, tanpa memandang status infeksi klien.
Pelatihan KU sebaiknya dilaksanakan bagi petugas klinik, ataupun
pramuwisma dan semua petugas yang kemungkinan berhubungan
dangan sampe darah, cairan tubuh, limbah dan/atau percikan.

Penerapan KU meliputi:

¢ Cuci tangan dengan benar (air mengalir, sabun, rata, 15 detik atau
cairan alkohol)

¢ Penggunaan sarung tangan untuk melindungi diri dari cemaran
carian tubuh dan atau limbah.

Ingat: Sarung tangan harus diganti setiap ganti pasien atau setiap
ganti prosedur pada klien yang sama
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Harus tersedia dua macam sarung tangan: sarung tangan
pemeriksaan (ST bersih) dan sarung tangan rumah tangga (ST pakai
ulang)

¢ Penggunaan dan pembuangan alat suntik dan alat tajam dengan
benar

0 Gunakan alat suntik sekali pakai

0 Jarum jangan dibengkokkan

0 Menutup jarum denga teknik one hands free jangan recapping

0 Taruh alat suntik bekas pakai dalam wadah tahan tusukan
yang mudah dijangkau dan tidak mudah tumpah

0 Beri tutup dan di dekontaminasi dengan larutan klorin 0.5%
sebelum di bawa ke tempat pembuangan menunggu
insinerasi (pembakaran)

¢+ Dekontaminasi, pembersihan, disinfeksi dan sterilisasi alat
kesehatan bekas pakai dan permukaan kerja
¢ Pengelolaan kebersihan ruang dan lingkungan, meliputi:

0 Pada awal hari sebelum kerja dimulai: pembersihan meja,
troli, dan lantai dengan pel basah

0 Pada setiap ganti pasien: pembersihan meja periksa, lampu,
alat pengukur tekanan darah dan alkes yang digunakan.

0 Bersihkan lantai dengan disinfektan segera setiap kali ada
cemaran

0 Pada akhir hari sebelum menutup klinik: gunakan cairan
disinfektan untuk membersihkan semua permukaan, sink,
lampu, handel pintu, dinding, tensi meter, dan alat lain serta
lantai

0 Lantai dibersihkan seminggu sekali dengan kain pel dan
cairan desinfektan yang sesuai

0 Bersihkan kamar kecil, sediakan alat-alat pembersih yang
sesuai dan cukup seperti tisu,

¢ Pengelolaan sampah dengan baik:

0 Beri label pada tempat sampah sesuai jenisnya

0 Pisahkan sampah rumah tangga dan sampah medis

¢ Tatalaksana pajanan dan profilaksis pasca pajanan:

0 Pencegahan Pasca Pajanan (PPP)/Post Exposure Prophylactic
(PEP) disediakan manakala terjadi kecelakaan kerja yang
dapat diakses setiap saat.

0 Pencegahan terhadap Hepatitis B: 3 dosis immunisasi
Hepatitis B bagi semua petugas

0 Pencegahan terhadap HIV: penyediaan obat ARV PPP yang
dapat diakses setiap saat manakala terjadi pajanan dan
dirujuk ke RS Rujukan ART
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Melaksanakan pencatatan dan pelaporan tepat waktu

Setiap alat pencatatan yang tersedia seperti buku register, status pasien,
formulir laboratorium, formulir konseling, dsb, harus diisi secara:

Akurat

Lengkap

Segera setelah dilaksanakan tindakan

Disimpan dan harus dijaga kerahasiaannya

Di kelola secara sistematis dan aman

Dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota teapt waktu
setiap akhir bulan atau awal bulan berikutnya

* 6 &6 ¢ o o

Catatan:

Pada bulan PPB, obat sefiksim dan azitromisin diberikan pada semua PSP
dengan atau tanpa gejala IMS tanpa pemeriksaan laboratoriun di depan
petugas. Sedangkan pada bulan periode antara layanan PPB, obat sefiksim
dan azitromisin diberikan pada semua PSP lama yang berdasarkan
pemeriksaan ada duh tubuh servikal dan pada semua PSP baru. IMS selain
gonore dan klamidia diobati sesuai diagnosis berdasarkan pemeriksaan lab
sederhana.
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PENYELENGGARAAN PPB PADA WARIA

Perlu dicatatat bahwa sampai pedoman ini dikembangkan belum ada
pengalaman dari negara manapun tentang pelaksanaan PPB pada waria.
Indonesia sesungguhnya pernah mempunyai pengalaman dalam hal ini.

Pada tahun 2006, PPB pada waria pernah dilakukan di Surabaya hasil kerja
sama Depkes, WHO dan FHI. Sayang laporan terkait proses, status pencapaian
dan pembelajaran kegiatan ini tidak terdokumentasi secara memadai.

Meskipun demikian, pedoman ini tetap merekomendasikan dan mengatur tata
laksana PPB pada waria atas dasar beberapa pertimbangan:

e Prevalensi IMS pada waria sangat tinggi, termasuk angka prevalensi yang
tertinggi di Asia dalam tahun-tahun terakhir (IBBS 2007).

Prevalensi Gonore Rektal atau Klamidia berkisar dari 42% di Jakarta hingga
55% di Bandung. Prevalensi Sifilis berkisar antara 25% (Jakarta dan
Bandung) hingga 30% di Surabaya. Artinya, kurang lebih 1 diantara 2
waria di Jakarta dan Bandung teinfeksi GO atau Klamidia Rektal dan 1
diantara 3 waria di Surabaya terinfeksi Sifilis.

e Pengalaman PPB waria Surabaya 2006 menunjukkan bahwa PPB mungkin
untuk dilakukan pada komunitas waria meskipun bukti-bukti pencapaian
tidak terdokumentasi secara memadai.

Satu tantangan besar PPB pada waria adalah belum adanya bukti-bukti kuat
tentang efektifitas obat PPB dalam penurunan Klamidia rektal atau GO pada
waria. Pedoman ini merekomendasikan pelaksanaan PPB secara terbatas pada
lokasi yang memungkinkan, di mana 3 unsur utama intervensi perubahan
perilaku (KPP, mobilisasi komunitas dan akses kondom) sudah berjalan dan
ada layanan IMS terdekat yang telah siap.

Berikut pedoman pelaksanaan PPB pada waria.
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Komponen 1: Penguatan Komitmen
Pemangku
Kepentingan dan
Mobilisasi Komunitas -
Waria

Latar Belakang

Umumnya perilaku kelompok dampingan (KD dipengaruhi oleh
lingkungan terdekatnya, yaitu orang yang mempunyai pengaruh atas
mereka (misalnya: mami, waria senior, pemilik rumah kost, pacar, dll) atau
teman-teman sepekerjaannya. Bila mami diminta oleh instansi tertentu
“menggiring” anak buahnya untuk melakukan pemeriksaan IMS, maka
bisa dipastikan KD akan melakukannya. @ Demikian pula dengan
penggunaan kondom. Jika mami telah menjamin ketersediaan kondom dan
menetapkan penggunaannya pada semua KD maka mereka tentu akan
mematuhinya.

Situasi yang saat ini terjadi adalah beberapa KD telah memahami
pentingnya menggunakan kondom untuk kesehatan mereka, namun mami
atau teman KD lainnya belum menyadari bahwa penyediaan dan
penggunaan kondom adalah tanggung jawab semua pihak yang berada di
lokasi. Oleh karenanya lingkungan harus diintervensi sehingga terjadi
perubahan norma di tingkat komunitas yang memberikan dukungan positif
dan optimum terhadap perubahan perilaku KD.

Keterlibatan Pemangku Kepentingan tingkat lokasi berperan sangat penting
dalam terciptanya lingkungan kondusif untuk perubahan perilaku. Bahkan
hal ini menjadi salah satu syarat agar perubahan perilaku tidak hanya fokus
pada individu, namun juga mengusahakan transformasi lingkungan sosial
di mana perubahan akan dilakukan. Keterlibatan pemangku kepentingan
diharapkan dalam setiap tahapan, dimulai dari menyadari adanya masalah
kesehatan di wilayahnya sampai pada keterlibatan dan bertanggung jawab
mengelola program di lokasi secara berkelanjutan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat (termasuk di dalamnya
pemangku kepentingan lokal) harus didekati secara intensif, diajak berpikir
kritis dan menganalisis permasalahan yang mereka hadapi. Hanya dengan
cara inilah maka kepekaan, kesadaran serta keinginan untuk melakukan
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perubahan dari keadaan saat ini dapat ditimbulkan. Proses ini bukan
merupakan proses sekali jadi melainkan berlangsung terus menerus.
Keterlibatan pemangku kepentingan juga penting karena keberadaan
mereka di wilayah intervensi lebih sering dan lebih lama. Para tokoh
tersebut juga merupakan bagian dari sistem yang ada, sehingga perubahan
perilaku Kelompok dampingan lebih mungkin terjadi bila seluruh pihak
meyakini dan mendukung terjadinya perubahan perilaku.

Alasan utama pelibatan komunitas adalah untuk mencapai lingkungan
yang kondusif bagi terjadinya perubahan perilaku, bahkan hingga
memberdayakan lingkungan untuk mendorong terjadinya perubahan
perilaku. Pertimbangan yang mendasari alasan ini adalah:

e Masyarakat semestinya ditempatkan sebagai subyek

e Posisi tawar dari KD ini biasanya sangat rendah

e Agar akses dan kesempatan lebih besar terhadap populasi tersebut

e Keterlibatan pemangku kepentingan mampu memberikan legitimasi
e Harapan keberlanjutan program di tingkat komunitas

Dalam upaya penanggulangan IMS, HIV dan AIDS, mobilisasi komunitas
adalah sebagai “upaya seluruh anggota masyarakat di semua tingkat di
suatu wilayah bekerja sama dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan
masalah untuk meningkatkan kemampuan serta menghasilkan kesepakatan
masyarakat dalam menanggapi epidemi HIV dan AIDS”.

Tujuan

Tujuan umum penguatan dan koordinasi antar pemangku kepentingan
adalah menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perubahan perilaku
berisiko pada individu dan kelompok dengan melakukan transformasi
lingkungan sosial.

Adapun tujuan khususnya adalah:

1. Meningkatkan partisipasi aktif para pemangku kepentingan dalam
memberikan dukungan terhadap terciptanya lingkungan yang
mendukung perubahan perilaku bagi kelompok dampingan.

2. Mengembangkan dan melaksanakan peraturan lokal vyang
mendukung upaya perubahan perilaku dari kelompok dampingan.

Prinsip

Penting diperhatikan pula, Mobilisasi Komunitas diterapkan bukanlah
sebagai kegiatan yang berdiri sendiri, akan tetapi untuk menjamin
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terjadinya interaksi beberapa komponen penting dalam Intervensi
Perubahan Perilaku yakni:

1. Adanya komitmen dan aksi dari pemangku kepentingan, bahkan
keterlibatan seluruh komunitas yang terefleksi pada munculnya
peraturan di tingkat lokal, mekanisme penerapan dan jaminan
pelaksanaan di lapangan.

2. Adanya pemasaran sosial dan pengelolaan kondom untuk menjamin
ketersediaan kondom hingga pada tingkat pemakai.

3. Adanya layanan kesehatan terdekat dan mudah diakses, khususnya
pemeriksaan dan pengobatan IMS serta tes HIV.

4. Keterlibatan kelompok dampingan (KD) sebagai wujud kesadaran
mereka dalam menjaga kesehatan.

Keempat komponen penting tersebut harus dipastikan benar-benar
berinteraksi karena saling terkait, saling melengkapi dan terintegrasi dalam
implementasinya. Hanya dengan cara demikianlah maka perubahan
perilaku dapat terjadi.

Sasaran

1. Kelompok berperilaku risiko tinggi terhadap penularan IMS, HIV dan
AIDS, dalam hal ini waria.

2. Pemangku kepentingan di daerah intervensi yang beranggotakan tokoh
formal dan informal yang ada di lokasi intervensi, petugas keamanan,
pendidik sebaya, mami, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas
Pariwisata, RT, RW, kelurahan, kecamatan dan lain-lain.

3. Pokja penanggulangan IMS dan HIV di tingkat lokasi beranggotakan
wakil-wakil semua pemangku kepentingan yang ada. Pokja bekerja
sama dengan klinik IMS dan pengelola kondom yang ada di lokasi
intervensi untuk menguatkan pemangku kepentingan di tingkat lokasi.

Pelaksana

Pelaksana adalah para pengelola program layanan kesehatan bagi
kelompok berperilaku risiko tinggi yang merencanakan untuk
mengembangkan dan mengelola program mobilisasi komunitas dalam
rangka mengubah perilaku kelompok dampingan.

Pelaksana harus mempunyai pengetahuan tentang IMS, HIV dan AIDS dan
keterampilan:
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Keterampilan komunikasi: komunikasi verbal dan non verbal,
membangun dan mendukung konsensus, mendengarkan aktif,
mengajukan pertanyaan, dan mengelola tanya jawab.

Keterampilan fasilitasi: mengembangkan dan mengorganisasikan
ide, mengelola pertemuan, mendorong pengambilan keputusan KD,
mengelola konflik, dan membuat kelompok aktif.

Keterampilan bina suasana: berbagai permainan dan bernyanyi
sehingga suasana menjadi akrab

Pengguna Pedoman Pelaksanaan

Institusi pemerintah

Lembaga kesehatan

Lembaga swadaya masyarakat
Kelompok masyarakat

Sarana yang Diperlukan

Informasi dasar mengenai pengelolaan program penanggulangan IMS,
HIV dan AIDS di lokasi.

Kerangka kerja untuk menyamakan persepsi antar tokoh dan pemain.
Ketentuan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap
unsur yang terlibat.

Ruang Lingkup

1.

PN DN

76

Pemetaan/Penjajagan kepada Pemangku Kepentingan dan Situasi di
tingkat Lokasi

Edukasi bagi Pemangku Kepentingan dan pemain lainnya

Inisiasi & mengenali permasalahan di lokasi

Memunculkan kesadaran kritis

Membangun pemahaman bersama terhadap persoalan di lokasi
Membangun kesepakatan dan komitmen bersama

Melakukan aksi

Refleksi, evaluasi dan aksi
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Komponen 2: Komunikasi
Perubahan Perilaku
Waria

Latar Belakang

Komunikasi Perubahan Perilaku atau KPP (Behavior Change Communication
= BCC), selanjutnya akan digunakan istilah KPP demi konsistensi, adalah
“suatu upaya untuk mengubah perilaku melalui proses interaktif yang
melibatkan KD dan komunitas untuk merancang beragam pesan
menggunakan berbagai macam media dan saluran untuk mempromosikan,
mengembangkan dan memelihara perilaku positif”.

KPP merupakan salah satu strategi Intervensi Perubahan Perilaku atau IPP
(Behavior Change Intervention = BCI) yang paling populer dan telah diakui
secara luas oleh berbagai lembaga internasional. Selama 30 tahun terakhir
KPP telah digunakan untuk berbagai isu antara lain keluarga berencana,
kesehatan reproduksi, kesehatan seksual termasuk HIV dan AIDS.

KPP merupakan bagian penting dari program komprehensif yang secara
umun memiliki dampak pada :

Meningkatkan pengetahuan IMS, HIV dan AIDS

Mengubah sikap dan kepercayaan kelompok

Mengubah persepsi risiko

Meningkatkan keterampilan mempertahankan perilaku aman.

Dalam hal ini penekanan KPP adalah memusatkan perhatian pada individu
dan kelompok. Adapun perhatian pada komunitas dan pelibatan
pemangku kepentingan akan dibahas dalam Petunjuk Teknis Komponen 2.

Beberapa ciri khas KPP adalah terjadinya berbagai macam kegiatan yang:

e Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengetahuan, norma, sikap
dan perilaku sebuah kelompok yang berperilaku risiko tinggi (dalam
hal ini waria) untuk pencegahan HIV dan IMS.

e Dikembangkan bersama-sama dengan angota kelompok dampingan
(waria).

e Bertujuan meningkatkan perilaku seks aman dan perilaku
pengobatan yang benar secara individu maupun kelompok untuk
pencegahan IMS (termasuk HIV).
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Tujuan
Pada dasarnya tujuan besar komunikasi perubahan perilaku adalah :

1. Mengubah perilaku seksual berisiko menjadi perilaku seksual yang
tidak berisiko atau lebih aman dari penularan IMS termasuk HIV
(salah satunya menggunakan kondom secara konsisten dalam setiap
hubungan seksual).

2. Mengubah perilaku pengobatan sendiri menjadi perilaku untuk
selalu mencari layanan kesehatan yang benar (termasuk pemeriksaan
dan pengobatan IMS yang benar secara berkala ke tempat layanan
kesehatan yang sudah dipersiapkan).

Prinsip

e Kegiatan dikembangkan khusus sesuai dengan kebutuhan pengetahuan,
norma, sikap dan perilaku sebuah kelompok khusus (dalam hal ini
Waria Penjaja seks) untuk pencegahan HIV dan IMS,

e Dikembangkan bersama-sama dengan anggota kelompok bersangkutan,

Sasaran

Waria.

Pelaksana

Pelaksana adalah para pengelola program penanggulangan IMS, HIV dan
AIDS bagi kelompok perilaku risiko tinggi yang merencanakan untuk
melakukan penjangkauan dan pendampingan secara langsung kepada
kelompok tersebut.

Pelaksana harus mempunyai pengetahuan tentang IMS, HIV dan AIDS
serta berbagai ketrampilan teknis seperti:

e Ketrampilan komunikasi: komunikasi verbal dan non verbal,
membangun dan mendukung konsensus, mendengarkan aktif,
mengajukan pertanyaan, dan mengelola tanya-jawab.

e Ketrampilan fasilitasi: mengembangkan dan mengorganisasikan ide,
mengelola pertemuan, mendorong pengambilan keputusan, mengelola
konflik, memahami peta pemangku kepentingan di tingkat lokasi
intervensi, memahami peta kepentingan para pemangku kepentingan,
dan membuat kelompok aktif.
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e Berbagai ketrampilan teknis intervensi yang telah dipertimbangkan
sebagai intervensi efektif sebagaimana dibahas dalam ruang lingkup
KPP di bawah ini.

Pengguna Pedoman

e Petugas Outreach/Petugas Lapangan

Sarana yang diperlukan

1. Pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam
menjalankan intervensi.

2. Panduan operasional pelaksanaan bagi masing-masing intervensi.

3. Media komunikasi pendukung yang dikembangkan dan didistribusikan
disesuaikan dengan kebutuhan.

4. Formulir pencatatan untuk masing-masing jenis intervensi yang dipilih
diterapkan dalam program.

Ruang Lingkup

a. Pemetaan lokasi dan populasi peserta program KPP (waria)
b. Pendekatan pada kelompok waria
c. Meningkatkan pengetahuan dengan pemberian Informasi Kesehatan

Seksual (termasuk IMS, HIV dan AIDS) secara individual maupun

berkelompok, terdiri dari:

i. Paparan informasi kesehatan seksual (termasuk informasi dasar
mengenai cara penularan dan pencegahan IMS, HIV dan AIDS).

ii. Pengenalan kondom (termasuk pelicin) sebagai alat pencegahan
penularan melalui hubungan seks dan praktek cara menggunakan
kondom dengan benar.

iii. Praktek cara menegosiasikan kondom pada pelanggan

iv. Paparan informasi klinik yang direkomendasikan sebagai penyedia
layanan IMS yang efektif.

v. Paparan informasi klinik yang direkomendasikan sebagai penyedia
layanan VCT.

vi. Paparan informasi layanan Management Kasus (MK)

vii. Paparan informasi Kelompok Dukungan Sebaya (KDS)
viii. Paparan informasi tentang alkohol dan napza
d. Meningkatkan ketrampilan dalam perubahan perilaku dengan
pendekatan individu:

i. Konseling Penurunan Risiko untuk perubahan perilaku seks.

ii. Konseling Penurunan Risiko untuk mencari layanan kesehatan yang
efektif

iii. Penilaian Risiko Individu (PRI)
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e. Meningkatkan ketrampilan dalam perubahan perilaku dengan
pendekatan kelompok:
i. Diskusi Interaktif Kelompok

ii. Penilaian Risiko Kelompok (PRK)

iii. Pengembangan Peer Educator dan usaha pemeliharaan kelompok
Peer yang sudah dilatih dalam rangka peningkatan partisipasi
dalam kegiatan pencegahan dan pengobatan IMS termasuk PPB dan
peningkatan penggunaan kondom.

iv. Mengoptimalkan partisipasi waria dalam program pencegahan dan
layanan pengobatan IMS

f. Mengembangkan kerjasama untuk membangun jaringan rujukan
bersama pihak-pihak penyedia Layanan IMS, VCT (termasuk Tes HIV),
MK, KDS serta akses pengobatan ke tempat layanan kesehatan yang
ada.

g. Pelaksanaan rujukan pada layanan pemeriksaan dan pengobatan IMS.

h. Pelaksanaan  Rujukan Layanan Dukungan Perawatan dan
Pengobatan/PDP (bila dikehendaki dan dibutuhkan).

Untuk mengubah perilaku waria tersebut di atas, Pelaksanaan Program
KPP saja tidak cukup. KPP harus terkait dengan komponen lainnya seperti:

I Komponen penguatan pemangku kepentingan di lokasi.
[II Komponen manajemen pasokan kondom dan pelican.

IV Komponen pemeriksaan dan pengobatan IMS melalui skrining IMS
rutin maupun Pelaksanaan PPB di puskesmas.

Komponen 3: Pemasaran Sosial
dan Pengelolaan
Logistik Kondom &
Pelicin di
Lingkungan Waria

Latar Belakang

Pemasaran Sosial merupakan strategi untuk perubahan perilaku yang
memadukan elemen pendekatan tradisional dan perubahan sosial dalam
perencanaan dan kerangka kerja dengan memanfaatkan kemajuan
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teknologi dan ketrampilan dalam pemasaran. Pemasaran sosial memiliki
tujuan menjawab permasalahan sosial, tidak hanya mendapatkan
keuntungan komersial.

Pemasaran Sosial memasukan penelitian sebagai bagian dari kegiatannya.
Penelitian membantu mengidentifikasi elemen penting apa saja yang perlu
diubah untuk mencapai tujuan. Karena perilaku manusia bukan
merupakan sesuatu yang stabil maka intervensi yang dilakukan harus
dimonitor dan dievaluasi untuk memastikan efektivitasnya. Artinya
penelitian harus diulangi secara rutin dapat menyesuaikan dengan
perubahan yang terjadi pada kelompok dampingan.

Pemasaran sosial berkaitan dengan compliance (arti harafiah: pemenuhan)
dari konsumen. Maksudnya, konsumen menggunakan produk yang dibeli
sesuai dengan tujuan pengadaan produk tersebut. Misalnya, kondom
dibeli karena digunakan sebagai alat kontrasepsi atau alat pengaman
terhadap IMS, HIV dan AIDS, bukannya digunakan sebagai balon. Bila
dibandingkan dengan pemasaran biasa, (contohnya) produsen minuman
ringan tidak terlalu peduli apakah minuman yang dihasilkannya tersebut
diminum atau dipakai menyiram tanaman. Yang penting bagi pemasaran
biasa adalah keuntungan (profit marketing), produk tersebut sudah dibeli.
Dengan demikian pemasaran sosial erat berkaitan dengan edukasi.

Dalam Intervensi Perubahan Perilaku, ketersediaan kondom merupakan
salah satu aspek kunci. Pelicin menjadi kebutuhan berikutnya jika kondom
telah tersedia dengan cukup dan dapat diakses dengan mudah.
Perubahan Perilaku tidak akan terjadi jika alat untuk menunjang perilaku
tersebut tidak tersedia.

Ketersediaan kondom dan atau pelicin memiliki makna bahwa:

1. Kondom dan atau pelicin dengan mudah diperoleh saat dibutuhkan:
a. Kondisi lingkungan memberikan suasana yang mendukung agar
kondom dan atau pelicin tersedia, dapat dibeli dan dipakai.
b. Penempatan outlet kondom dan atau pelicin memudahkan calon
pembeli untuk mengakses.
2. Kondom dan atau pelicin dijual dengan harga terjangkau sehingga
mampu dibeli oleh calon pemakai.
3. Kondom dan atau pelicin yang disediakan memiliki kualitas yang
baik dan tidak kadaluwarsa.

Untuk menjamin ketersediaan kondom dan atau pelicin diperlukan satu
manajemen yang rapi dari pengambilan pada distributor hingga sampai ke
tangan pemakai dan memastikan bahwa kondom selalu tersedia saat
diperlukan. Kondom biasanya dapat diperoleh di outlet umum vyaitu
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tempat dimana kondom biasa diperoleh yang berkaitan dengan
ketersediaan kondom. Misalnya, supermarket, apotik, dan toko obat.
Kondom juga harus mudah didapat saat diperlukan, prinsipnya
mendekatkan kondom pada mereka yang membutuhkannya. Untuk itu
diperlukan tempat penjualan alternatif yang biasanya adalah orang yang
berada di sekitar tempat transaksi seksual. Termasuk dalam outlet
alternatif adalah mereka yang berperan baik secara langsung maupun tidak
langsung dalam transaksi seksual, misalnya, tukang ojek, tukang becak,
mucikari, penjaga keamanan.

Tujuan

Tujuan umum dari program Pemasaran Sosial dan Manajemen Pengelolaan
Kondom adalah mengurangi perilaku berisiko tinggi dan mempromosikan
gaya hidup sehat melalui pemakaian kondom.

Adapun tujuan khusus program ini adalah:

Memastikan agar kondom dan pelicin selalu tersedia dan terjangkau dalam
jumlah yang cukup di lokasi intervensi hingga unit terkecil, yakni di tiap
wisma sampai di tiap kamar setiap saat, dengan cara memperbaiki sistem
dan manajemen rantai pasokan (termasuk di dalamnya distribusi) kondom
dan pelicin.

Prinsip

1. Ketersediaan:
a. Mendekatkan produk pada konsumen
b. Menggunakan saluran distribusi yang ada
2. Kemudahan akses:
a. Mendekatkan produk pada pengguna.
b. Kesempatan untuk mengedukasi pengguna dan menciptakan
kebutuhan akan produk
c. Produk bisa diperoleh kapan pun diperlukan
3.  Keterjangkauan harga:
a. Merupakan harga yang bisa dijangkau masyarakat paling
miskin
b. Kaitkan dengan mata uang paling rendah dan paling sering
digunakan.
4.  Daya Tarik:
a. Kemasan yang menarik
b. Merek yang mudah diingat
c. Promosi yang “top of mind”
d. Memenubhi standar kualitas

82 Pedoman — Pengendalian IMS dengan Pengobatan Presumtif Berkala



Sasaran

1. Kelompok perilaku risiko tinggi terhadap penularan IMS, HIV dan
AIDS.

2. Pemangku kepentingan di daerah intervensi yang beranggotakan
pemangku kepentingan, petugas keamanan, Dinas Sosial, Dinas
Kesehatan, dan Dinas Pariwisata. Pokja atau pengurus dari
lokalisasi bekerja sama dengan distibutor kondom dan klinik IMS
untuk mengembangkan jejaring outlet (gerai)

3. Distributor kondom yang bertanggung jawab untuk menyediakan
kondom. Pokja membeli dan menjual kembali kondom kepada
pekerja seks dan tamu/pelanggannya adapun klinik IMS memantau
prevalensi IMS sebagai indikator dari penggunaan kondom.

Pelaksana

Pelaksana adalah para pengelola program layanan kesehatan bagi
kelompok  perilaku risiko tinggi yang merencanakan untuk
mengembangkan dan mengelola program pemasaran sosial kondom dalam
rangka mengubah perilaku kelompok dampingan.

Pelaksana harus mempunyai pengetahuan tentang IMS, HIV dan AIDS dan
ketrampilan:

1. Ketrampilan komunikasi: komunikasi verbal dan non verbal,
membangun dan mendukung konsensus, mendengarkan aktif,
mengajukan pertanyaan, dan mengelola tanya jawab.

2. Ketrampilan fasilitasi: mengembangkan dan mengorganisasikan ide,
mengelola pertemuan, mendorong pengambilan keputusan KD,
mengelola konflik, dan membuat kelompok aktif.

3. Ketrampilan bina suasana: berbagai permainan dan bernyanyi
sehingga suasana menjadi akrab

Pengguna Pedoman

e Institusi pemerintah

e Lembaga kesehatan

¢ Lembaga swadaya masyarakat
e Kelompok masyarakat

Sarana yang Diperlukan

1.  Formulir pencatatan dan pelaporan untuk pengecer:
a. formulir penerimaan order dan penjualan barang
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b. formulir keuangan
2. Formulir pencatatan dan pelaporan untuk pokja:
a. formulir pengadaan dan pemasokan barang
b. formulir stok barang di tempat penyimpanan
c. formulir distribusi barang
d. formulir keuangan (pembelian dan hasil penjualan)

Ruang Lingkup

Persiapan dan penggalian kebutuhan
Management pengadaan dan pemasokan
Management penyimpanan
Management promosi dan penjualan
Management pendistribusian
Management keuangan

Sistem pencatatan dan pelaporan

NN =
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Komponen 4: Layanan IMS
dengan PPB bagi
Waria

Pendahuluan

Yang dimaksud dengan Layanan IMS dengan PPB adalah layanan
tatalaksana klinis IMS dengan memberikan obat efektif secara berkala
setiap 3 bulan untuk gonore dan klamidia dengan pendekatan sindrom dan
atau laboratorium sederhana untuk infeksi menular secara seksual bagi
waria

Ruang Lingkup

Ruang lingkup layanan IMS dengan PPB pada waria tidak berbeda dengan
PSP yaitu prinsipnya adalah dapat mencakup semua waria pada satu
periode tertentu dalam hal ini 3 bulan untuk menurunkan angka IMS yang
harus diimbangi dengan peningkatan pamakaian kondom yang konsisten.
Untuk mencapai tujuan ini dilakukan dengan pendekatan:

1. Berbasis layanan kesehatan IMS (facility based)

2. Berbasis layanan komunitas (community based)

Tujuan

Memberikan panduan bagi petugas dalam memberikan layanan IMS
dengan PPB bagi waria.

Sasaran

¢ Waria penjaja seks

Pelaksana

Klinik / puskesmas terpilih menetapkan sejumlah petugas kesehatan untuk
menjadi tim inti layanan IMS dalam program ini minimal berjumlah 4
orang terdiri dari

+ dokter,
perawat/bidan,
¢ petugas laboratorium sederhana, dan
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¢ petugas administrasi

Tim harus sudah pernah mengikuti pelatihandasar tatalaksana IMS sesuai
kurikulum dan modul nasional. Tiap anggota tim perlu memahami benar
dasar pemikiran layanan IMS, pengendalian IMS yang komprehensif,
kelebihan dan kekurangan PPB, perbedaan PPB dan penapisan

Sarana

Ruangan, alat, bahan habis pakai, dan obat yang akan digunakan untuk
tempat layanan perlu dipersiapkan agar sesuai dengan standar minimal
(daftar dapat dilihat di bab: Mempersiapkan Logistik per komponen di
halaman 50). Jika masih jauh dari memenuhi standar minimal,
klinik /puskesmas bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk memenuhi
standar minimal. Kebutuhan bahan habis pakai dan obat perlu
diperhitungkan secara teliti. Pengajuan permintaan ke Dinas Kesehatan
perlu dilakukan sesuai prosedur dan tepat waktu. Penyimpanan harus
sesuai standar dan memperhatikan tanggal kadaluwarsa.

Tata ruang klinik IMS diatur sedemikian rupa sehingga nyaman dan dapat
menjamin privasi klien baik secara fisik ataupun suara sehubungan dengan
jaminan konfidensialitas.

Ruangan yang dibutuhkan adalah:

Ruang pendaftaran dan ruang tunggu

Ruang konsultasi dan pemeriksaan dokter dengan pintu yang dapat
ditutup sehingga klien merasa nyaman

Daerah laboratorium

Ruang konseling dan pengobatann yang dapat ditutup

Semua ruangan harus mendapat pencahayaan dan ventilasi yang cukup
sehingga memudahkan petugas untuk bekerja.

Waktu Pelaksanaan

Waktu penyelenggaraan layanan IMS adalah setiap hari kerja sepanjang
bulan, dengan jam buka sesuai kesepakatan dengan para pemangku
kepentingan di lokasi. Selanjutnya tim perlu menyusun rencana kerja
dengan jadwal dan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas.

Jika dilaksanakan klinik mobil, maka perlu ditetapkan satu lokasi (wisma)
yang akan menjadi tempat pelaksanaan layanan. Ruangan dipersiapkan
sesuai standar minimal klinik mobil/lapangan. Alat-alat, bahan dan obat
dibawa dari puskesmas / klinik ke lokasi. Pelaksanaan klinik mobil harus
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teratur, dengan jadwal yang tepat (hari dan jam) agar tidak mengecewakan
semua pihak.

Penyelenggaraan PPB adalah 3 bulan sampai prevalensi IMS dibawah 10%
dan atau pemakaian kondom di atas 60%.

Tempat Pelaksanaan

Pelayanan IMS diselenggarakan di Klinik/puskesmas terpilih yang wilayah
cakupannya meliputi lokasi tempat tinggal waria.

Jika tidak ada klinik/puskesmas yang lokasinya dekat dan terjangkau oleh
waria, klinik mobil dapat dipertimbangkan.

Prinsip-Prinsip Pelaksanaan

Operasionalisasi klinik harus menganut prinsip sebagai berikut:

e Memiliki bagan alur pelayanan yang jelas yang terus dimutakhirkan
sesuai kebutuhan dan kenyamanan para pengguna klinik
e Bekerja sama dengan Tim IPP dan Pokja
e Ramah terhadap lingkungan PS (User freindly), sehingga dapat
diterima dan membangun kepercayaan diantara komunitas:
0 Sikap hormat dan tidak menghakimi dari petugas kepada
para klien
Lokasi yang nyaman bagi para PSP
Menjaga konfidensialitas
Kalau perlu awanama
0 PS berhak menolak untuk menggunakan sarana layanan
e Melibatkan klien (PS) dalam kegiatan layanan
e Menerapkan Kewaspadaan Universal
e Melaksanakan pencatatan dan pelaporan yang baik dan tepat waktu

O O O

Cara Pelaksanaan

Layanan IMS terbagi menjadi dua kegiatan yaitu:

1. Saat pelaksanaan layanan PPB
2. Saat periode antara pelaksanaan layanan PPB

Pada hari pelaksanaan PPB, semua petugas siap di ruangan masing-masing.

Saat waria datang langsung melakukan registrasi dan dicatat nomor
identitasnya. Kemudian waria menunggu di ruang tunggu. Sambil
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menunggu, tim IMS bekerja sama dengan tim IPP dapat melaksanakan
komunikasi dan edukasi. Selanjutnya waria masuk ke ruang pemeriksaan
fisik dan dalam ruangan tersebut akan diperiksa fisiknya kemudian waria
dipanggil masuk ke ruang pengobatan dan konseling, untuk meminum
obat Sefiksim 400 mg dan Azitromisin 1 gram di depan petugas, menerima
konseling dan sejumlah kondom dan pelicin.

Saat pelaksanaan PPB dilakukan pemberian obat paket PPB  di
Puskesmas/klinik yang terdiri dari Sefiksim 400 mg dan Azitromisin 1
gram tanpa dilakukan pemeriksaan laboratorium (pendekatan berbasis
layanan IMS - facility based). Apabila sampai waktu pelaksanaan PPB yang
sudah ditentukan bersama antara petugas klinik, PL/PE, dan Pokja lokasi
ternyata masih ada waria yang belum dapat PPB maka petugas
Puskesmas/klinik bersama PL/PE mendatangi rumah waria dan
memberikan pengobatan di tempat di depan petugas Puskesmas/klinik
(pendekatan berbasis layanan komunitas - community based). Tujuan kedua
pendekatan ini adalah agar dapat mencakup sebanyak mungkin waria
sehingga diharapkan penurunan prevalensi IMS dengan cepat yang
selanjutnya harus diimbangi dengan pemakaian kondom yang konsisten.

Setelah pelaksanaan PPB atau disebut periode diantara pelaksanaan
layanan PPB, layanan IMS dilakukan dengan pemeriksaan
skrining/penapisan berkala rutin (routine screening) dengan laboratorium
sederhana untuk IMS selain gonore dan klamidia untuk semua waria lama.
Yang membedakan antara waria dan PSP saat pemeriksaan skrining rutin
adalah alat dan lokasi pengambilan sampel, serta jenis IMS yang diperiksa
dengan laboratorium. Pada waria, sampel diambil dari anus dengan
menggunakan anuskopi yang diberi lubrikan dengan catatan waria sudah
buang air besar sebelumnya, Selain itu juga diambil sampel darah untuk
diperiksa sifilis dan atau ditawarkan konseling dan testing HIV.

Untuk semua waria baru yang datang saat periode antara pelaksanaan PPB
maka diberikan obat paket PPB (Sefiksim 400 mg + Azitromisin 1 gr)
meskipun tanpa gejala IMS. Pemeriksaan sifilis minimal dilakukan 1 kali
selama setahun

Evaluasi PPB untuk melihat adanya penurunan prevalensi IMS dilakukan
dengan PCR yang waktunya bersamaan dengan Survei Surveilans Terpadu
HIV Perilaku HIV/IMS (STBP). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada
Bagan 2 Kerangka Operasional PPB

Bagan alur pelayanan

Bagan alur pelayanan harus tergambar dengan jelas dan ditempel di tempat
yang mudah terlihat oleh klien. Bagan alur layanan terdiri dari 3 alur yang
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berbeda, yaitu: alur layanan saat PPB di Puskesmas/klinik, di komunitas;

dan alur layanan saat periode antara layanan PPB dengan penapisan rutin
di Puskesmas/klinik.

Bagan alur waria saat PPB di Puskesmas/Klinik dan di komunitas sama
dengan bagan alur PSP, demikian juga bagan alur pasien saat periode
antara PPB seperti yang terpapar pada Bagan 8 Kerangka Operasional
Pelaksanaan PPB dan Program Penggunaan Kondom pada Waria

Bagan 8 Kerangka Operasional Pelaksanaan PPB dan Program
Penggunaan Kondom pada Waria

Persiapan: Pemeriksan Berkala di luar Jadwal pemberian PPB:
SDM, logistik, SEFIKSIM & AZITROMISIN UNTUK Waria baru, Waria lama dengan duh
pelatihan, tubuh anus yang mukopurulen
sosialisasi. Penapisan rutin IMS dengan laboratorium sederhana setiap bulan
1 2 3 i’ s 5 6 e 8 9 10 )
4 A A
Survei Perilaku PPB Il PPB I
Data dasar tes cepat
NG/CT
PPB | STBP 2010
H_J
Pertemuan Koordinasi Pertemuan Koordinasi
Monitoring Monitoring
Evaluasi Evaluasi

Ketersediaan kondom, intervensi struktural, mobilisasi masyarakat

Bagan 9. Alur Layanan IMS bagi Waria saat PPB di Klinik/ Puskesmas

Pasien ‘ Registrasi ‘ Anamnesis

Pemeriksaan

Pada Saat PPB di Fisik
Klinik/ Puskesmas 4

Pengobatan
paket Sefiksim
+ Azitromisin

Pencatatan & Konseling l ’
Pedomar Pelaporan dengarl  Kondom Lo\t ¥ Berkala 89




Bagan 10. Alur Layanan IMS bagi Waria pada saat PPB di Komunitas

PLIPE Da::'a r:v a::a kunjungan
PRM/Klinik ‘ ZIkugnjuknagi ‘ Rumah
Pada Saat PPB di Pengobatan
paket Sefiksim
KO mun |taS + Azitromisin

Konseling
Pencatatan &
Pelaporan - + Pengobatan

+ Kondom

Bagan 11. Alur Layanan IMS bagi Wari pada saat Periode Antara PPB di
Klinik/Puskesmas

Pasien ‘ Registrasi ‘ Anamnesi 1

Pada saat periode antara PPB HAEE R

+ Fisik
P ini + Skrining dg anuskopi
di Klinik/ Puskesmas . Lab o NG
Pencatatan &
Pelaporan l
Pengobatan:

+ Paket Sefiksim + Azitromisin
: untuk ja baru dan waria
L K::::‘I;:‘g - lama (@ mukopurulen
+ Waria lama dan tanpa gejala
tergantung hasil lab
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Bagan 12. Alur Layanan IMS bagi Waria saat PPB & periode antara PPB
di Puskesmas

PETUGAS LAPANGAN REGISTRASI

I
ANAMNESIS, PF

\ 4

PPB PERIODE ANTARA PPB
l I
I 1
Semua Waria dpt: Waria baru, Waria lama LAB SEDERHANA
+ Sef400mg+ Azitr 1gr dengan dta mukopurulen
¢ Kondom + pelican/ + Sef400mg+ Azit 1gr |
lubrikan

+ Materi KIE Waria lama tanpa keluhan IMS
+ Konseling obat IMS periksa:
* Konseling Pra tes HIV + Lab proktitis, sifilis

¢ Obat IMS sesuai hasil lab

+ Kondom + pelican, Materi KIE
+ Konseling obat IMS

+ Konseling pra-tes HIV

\ 4
TEMUI DOKTER KETIKA ADA GEJALA, EFEK SAMPING

v

PENCATATAN & PELAPORAN

Bekerja sama dengan tim IPP dan tokoh kunci Waria

Tim klinik / puskesmas perlu menjalin kerja sama yang baik dengan tim
IPP dan kelompok tokoh kunci waria. Mereka memiliki peran kunci
untuk edukasi, fasilitasi dan mobilisasi agar waria hadir untuk PPB dan
penapisan sesuai jadwal secara rutin. Tim IMS perlu membantu tim IPP
dan pokja, melalui pertemuan koordinasi/sosialisasi, agar mereka
mengetahui tentang;:

a. Dasar pemikiran dan manfaat layanan IMS

b. Dasar pemikiran, kelebihan dan kekurangan metode PPB dan
metode penapisan yang akan saling melengkapi

c. Alur pasien/Patient flow, prosedur pemeriksaan fisik, pengambilan
sampel

d. Alat-alat yang akan dipakai, kemungkinan rasa kurang nyaman
yang akan timbul dan cara mengatasi rasa kurang nyaman
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e. Pengobatan yang akan diberikan, kemungkinan efek samping dan
tata laksana efek samping
f. Jam danjadwal layanan

Dengan demikian tidak akan terjadi kesalahan informasi dan
kesalahpahaman di lapangan yang akan menghambat pelaksanaan di
lapangan

Ramah terhadap lingkungan waria (user freindly), sehingga
dapat diterima dan membangun kepercayaan diantara
komunitas:

Sikap hormat dari petugas kepada para klien

Lokasi yang nyaman bagi para waria

Menjaga konfidensialitas

Kalau perlu awanama

Waria berhak menolak untuk menggunakan sarana layanan

O O0Oo0oOo0o

Sosialisasi dengan Waria

Tim IMS perlu menjalin hubungan yang baik dengan waria yang akan
dilayaninya. Oleh karena itu perlu ada pertemuan sosialisasi. Dalam
pertemuan tersebut, tim IMS dapat:

a. Berkenalan dengan waria yang akan dilayani

b. Membangun rapor yang baik dengan waria, mendapat kepercayaan
waria

c. Menjelaskan dasar pemikiran dan manfaat layanan IMS

d. Menjelaskan dasar pemikiran, kelebihan dan kekurangan metode
PPB dan metode penapisan yang akan saling melengkapi

e. Menjelaskan alurnya, prosedur pemeriksaan fisik, pengambilan
sampel

f. Memperkenalkan alat-alat yang akan dipakai, kemungkinan rasa
kurang nyaman yang akan timbul dan cara mengatasi rasa kurang
nyaman

g. Menjelaskan pengobatan yang akan diberikan, kemungkinan efek
samping dan tata laksana efek samping

h. Menyepakati jadwal dan jam layanan

Melalui proses ini diharapkan waria tidak akan merasa takut melainkan

akan merasa percaya diri untuk memanfaatkan layanan IMS sesuai
jadwal.
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Melibatkan klien (Waria PS) dalam kegiatan layanan

Untuk mobilisasi Waria agar menjalani penapisan dan mendapat PPB
maka perlu melibatkan Waria baik sebagai pendidik sebaya ataupun
sebagai tenaga penjangkau di samping petugas penjangkau dari LSM

a. Tim IMS menyusun jadwal PPB dan penapisan sesuai kesepakatan
dalam pertemuan dengan tokoh kunci waria dan waria.

b. Tim IMS mengirimkan jadwal PPB dan penapisan kepada tokoh
waria, mucikari, waria, dan tim IPP

c. Tim IMS berkoordinasi dengan pokja dan tim IPP untuk memastikan
para waria datang pada hari yang dijadwalkan. yang telah
ditetapkan

Menerapkan Kewaspadaan Universal (KU)

Kewaspadaan universal harus selalu diterapkan setiap saat di klinik
layanan oleh semua petugas, tanpa memandang status infeksi klien.
Pelatihan KU sebaiknya dilaksanakan bagi petugas klinik, ataupun
pramuwisma dan semua petugas yang kemungkinan berhubungan
dangan sampe darah, cairan tubuh, limbah dan/atau percikan.

Penerapan KU sama dengan penerapan KU di klinik IMS untuk PSP dan
dapat dilihat pada Bab Komponen 4: Layanan IMS dengan PPB bagi
PSP tentang Menerapkan Kewaspadaan Universal (KU) di halaman 69

Melaksanakan pencatatan dan pelaporan tepat waktu

Pelaksanaan penatatan pelaporanjuga sama dengan Bab Komponen 4:
Layanan IMS dengan PPB bagi PSP tentang Melaksanakan pencatatan
dan pelaporan tepat waktu di halaman 71.
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MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dilakukan pada setiap komponen. Proses ini
dijalankan secara bersamaan dengan pelaksanaan PPB. Kegiatan monitoring
dan evaluasi merupakan bagian integral dari seluruh kegiatan PPB. Pada
pelaksanaannya, monitoring dan evaluasi dibagi menjadi 2 bagian besar yaitu
komponen monitoring dan komponen evaluasi yang akan dibahas. Adapun
maksud dan tujuan dari monitoring dan evaluasi program PPB adalah

1. Memberikan pedoman bagi penanggung jawab program dalam
pelaksanaan monitoring dan evaluasi program PPB.

2. Memberikan pedoman bagi penanggung jawab program dalam
pengumpulan dan pengolahan data program PPB

3. Adanya suatu alur pelaporan program pengendalian HIV dan AIDS yang
berjenjang mulai dari UPK, Kabupaten/Kota, provinsi dan Pusat.

4. Mendapatkan informasi tentang program pengendalian HIV dan AIDS
yang berguna untuk intervensi dan perencanaan.

5. Adanya suatu alat pengumpul data berdasarkan indikator-indikator yang
telah ditetapkan pada unit pelayanan kesehatan, Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota/Provinsi sampai pusat

Rangkaian kegiatan M&E untuk mencapai tujuan program digambarkan
dalam suatu rangkaian kerangka logis berikut (tabel 4) untuk melaksanakan
M&E

1. Pada tahap pertama digunakan semua unsur input M&E (man, money,
material);

2. Semua input berproses (merencanakan M&E, melaksanakan dan
mengevaluasi hasilnya);

3. Proses M&E menghasilkan output berupa informasi;

4. Informasi digunakan dalam membuat kebijakan dan keputusan untuk
program/ proyek, sebagai outcome dari M&E.

Kebijakan yang dibuat berdasarkan hasil M&E akan memberi impact (dampak)

berupa penurunan angka kesakitan atau perbaikan derajat kesehatan sesuai
tujuan
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Monitoring

Monitoring pada pelaksanaan PPB menggunakan system monitoring yang
sudah ada di wilayah tersebut dan dikembangkan berdasarkan system
monitoring secara nasional. Monitoring ini ditujukan untuk melihat proses
penerapan PPB di lokasi PPB dan dijadikan sebagai acuan untuk
pengembangan dan implementasi program.

Pengertian Monitoring

Monitoring adalah pengawasan kegiatan secara rutin dan menilai
pencapaian program terhadap target melalui pengumpulan data mengenai
input, proses dan luaran. Bagi program pengendalian IMS, data dapat
berasal dari berbagai sumber, termasuk register pasien, laporan keuangan,
daftar tilik dan survei. Monitoring biasanya menjawab pertanyaan “ apa
yang terjadi”?

Tujuan Monitoring

a. Memantau proses penerapan PPB pada setiap komponen
b. Sebagai bahan pengembangan dan implementasi program maupun
monitoring sendiri.

Pelaksanaan Monitoring

Tahapan monitoring dilakukan dengan melakukan persiapan dan
pelaksanaan monitoring. Pada tahap persiapan dilakukan penilaian
mengenai situasi lokal pada setiap komponen PPB dan kemungkinan
penerapan sistem monitoring. Dilanjutkan dengan pelatihan tentang
pemahaman sistem monitoring kepada petugas lapangan maupun
kesehatan.

Pada tahap pelaksanaan, kegiatan meliputi mencatat seluruh proses yang
diperlukan sebagai indkator dalam monitoring setiap komponen. Hasil
monitoring ini dapat digunakan untuk peningkatan kualitas kegiatan
melalui kegiatan Penjaminan Kualitas dan Peningkatan Kualitas (PKPK). Di
dalam PKPK ini, terdapat proses melihat hasil monitoring sebagai bahan
acuan perencanaan perbaikan kegiatan. Proses PKPK dapat dilakukan oleh
tingkat kabupaten/kota ataupun provinsi dengan bantuan teknis dari
pusat. Pelaksanaan PKPK membutuhkan data yang berkualitas, untuk itu
perlu dilanjutkan dengan kegiatan monitoring kualitas data (MKD).
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Kegiatan MKD juga dilakukan oleh tingkat kabupaten/kota dengan
bantuan teknis dari provinsi maupun pusat.

Seluruh kegiatan monitoring ini dicatat, didokumentasi, dan diolah dengan
baik sehingga setiap bulan pelaksana PPB mampu membuat laporan yang
dibutuhkan baik tingkat lokasi, kabupaten/kota, provinsi maupun nasional
sebagai bahan monitoring.

Alur Pelaporan Monitoring

Laporan dikembangkan sesuai kebutuhan lokal sehingga laporan harus
disampaikan kepada kelompok kerja lokal setiap bulannya. Laporan juga
dikembangkan sebagai bagian sistem monitoring kabupaten/kota, provinsi
dan nasional, untuk itu, laporan harus disampaikan secara berjenjang
kepada instansi teknis kabupaten/kota, provinsi maupun nasional baik
kepada Dinas Kesehatan maupun KPA

Penggunaan Data Monitoring dalam Pengembangan
Kegiatan

Proses data monitoring yang dilakukan dengan mempertahankan kualitas
data yang baik melalui MKD sehingga diharapkan hasil data monitoring ini
dapat digunakan sebagai bahan peningkatan kegiatan dari PPB dari setiap
komponen. Salah satu cara penggunaan data monitoring dalam
pengembangan kegiatan dapat dilakukan melalui PKPK.

Evaluasi

Pengertian Evaluasi

Evaluasi adalah penilaian efektifitas program secara episodik, dan pada
tingkatan yang tinggi adalah penilaian dampak program. Data monitoring
yang baik sering menjadi titik awal bagi evaluasi. Penelitian khusus sering
dibutuhkan untuk menilai tingkat luaran yang lebih tinggi yang biasanya tidak
dikumpulkan melalui kegiatan monitoring rutin. Evaluasi biasanya melakukan
dibalik yang deskriptif dan didesain untuk mengeksplorasi penyebab
kegagalan dan formulasi untuk keberhasilan. Disain evaluasi yang baik bisa
menjadi rumit dan memerlukan penerapan metodologi survei atau
epidemiologi. Secara ringkas, evaluasi adalah piranti untuk menjawab
“ Apakah tujuan tercapai, dan mengapa?

96 Pedoman — Pengendalian IMS dengan Pengobatan Presumtif Berkala



Evaluasi dilakukan pada awal dan tengah kegiatan, sebelum diambil
keputusan mengenai kelanjutan kegiatan. Evaluasi ditujukan untuk melihat
ataupun mencari permasalahan yang ada di lokasi sehingga dapat diambil
untuk meningkatkan implementasi PPB secara lebih komprehensif. Evaluasi
tidak ditujukan untuk evaluasi lembaga, institusi pemerintah ataupun
individu.

Tujuan

1. Mendapatkan informasi secara kuantitatif mengenai komponen 1, 2, 3
dan 4 yang merupakan komponen komprehensif

2. Mendapatkan informasi kualitatif mengenai seluruh kegiatan yang
dilaksanakan pada komponen 1, 2, 3 dan 4.

Pelaksanaan Evaluasi

Evaluasi yang dilakukan meliputi survei cepat perilaku (SCP) dan studi
kualitatif pada setiap komponen. Pelaksanaan Evaluasi mengikuti kerangka
operasional pelaksanaan PPB. Selain itu akan dilakukan Survei Terpadu
Biologi dan Perilaku (STBP) untuk mengetahui prevalensi CT/NG dan
perilaku kelompok beresiko dalam program PPB ini yaitu kelompok PSP
dan Waria.

Kegiatan Evaluasi PPB ini melibatkan penanggung jawab komponen 1,2,3
dan Komponen 4. Untuk itu, sebelum pelaksanaan perlu dilakukan
kerjasama yang baik pada saat persiapan evaluasi.

Alur Pelaporan Evaluasi

Pengumpulan data dilakukan oleh lembaga setempat, dientry oleh lembaga
setempat dan diolah oleh lembaga setempat. Hasil olahan data tersebut
dianalisis oleh lembaga setempat dengan bantuan teknis dari kabupaten,
provinsi maupun pusat. Hasil Analisis dan laporan disampaikan kepada
kabupaten/kota, provinsi dan pusat sebagai bahan dalam pengembangan
kebijakan kabupaten/kota, provinsi dan nasional.

Penggunaan Evaluasi sebagai bahan Advokasi.

Seluruh hasil evaluasi dikemas sebagai bahan acuan dalam pengembangan
maupun perencanaan kegiatan dan sebagai bahan acuan mengevaluasi
rencana kegiatan yang telah dilaksanakan. Hasil evaluasi ini perlu
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dikembangkan dan diadvokasikan sebagai bahan pengambilan kebijakan di
setiap level pemerintahan.

Langkah-langkah dalam pelaksanaan Evaluasi.

Pelaksanaan evaluasi pertama melalui Survei Cepat Penggunaan Kondom
(SCP). Pada persiapan SCP, dilakukan kerjasama antara penanggung jawab
komponen perilaku dan penanggung jawab komponen biologis.
Penanggung jawab komponen perilaku dalam hal ini adalah lembaga yang
bertanggung jawab dalam komponen 1,2 dan 3, sedangkan penanggung
jawab komponen biologis adalah penanggung jawab komponen 4. Masing-
masing komponen diharapkan melihat langkah-langkah dalam persiapan
SCP. Pelaksanaan SCP dilakukan secara berkelanjutan dari survei
dilanjutkan dengan pemberian pengobatan berkala. Kemudian data dientry
dan diolah dalam waktu 1-2 minggu. Hasil analisis disampaikan di dalam
tim kecil yang melaksanakan studi kualitatif. Diharapkan dapat dilakukan
penggalian informasi yang lebih dalam dari hasil kuantitatif melalui studi
kualitatif ini. Hasil studi kualitatif dianalisa dan disampaikan pada
workhop bersamaan dengan hasil analisa kuantitatif. Workshop ini
melibatkan seluruh pihak yang terkait dengan komponen 1, 2, 3 dan 4.
Evaluasi program PPB juga dilakukan melalui STBP pada kelompok PSP
dan Waria dimana akan diketahui prevalensi IMS (CT/NG) dan perilaku
beresiko. Prosedur dan metode pelaksanaan STBP ini mengikuti prosedur
dan metode yang tertulis pada pedoman pelaksanaan STBP

Penjelasan Mengenai Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi

Pada juknis terdiri dari 4 petunjuk teknis monitoring komponen 1, 2, 3 dan
4 dan 1 petunjuk teknis evaluasi.

Pada masing-masing petunjuk teknis terdiri dari penjelasan awal setiap
monitoring komponen maupun evaluasi, tujuan monitoring ataupun
evaluasi yang dilaksanakan, indikator yang dibutuhkan, tahapan
pelaksanaan dimulai dari persiapan, pelaksanaan, alur pelaporan, keluaran
dan rekomendasi.

Pada setiap juknis monitoring terdapat lampiran format pencatatan dan
pelaporan yang disesuaikan dengan sistem pelaporan yang sudah
dilaksanakan. Monitoring yang dilakukan tidak mengembangkan sistem
yang baru, tetapi bertujuan mengembangkan sistem monitoring yang
komprehensif untuk laporan ini.
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Pada Juknis Evaluasi terdiri dari 1 juknis evaluasi ditambah dengan juknis
pelaksanaan survei cepat perilaku (SCP) beserta instrumen yang digunakan
serta studi kualitatif beserta dengan instrumen dan alat analisisnya
sedangkan Juknis untuk kegiatan STBP mengikuti Juknis yang dikeluarkan
oleh DepKes

Keluaran dan Rekomendasi Monitoring dan Evaluasi

Diharapkan dari proses monitoring dan evaluasi ini dapat membantu
proses pengembangan PPB secara komprehensif dengan melibatkan
seluruh komponen.

Proses monitoring dan evaluasi ini dilakukan dan dikembangkan sesuai
dengan kebutuhan lapangan, sehingga proses penerapan dan
pengembangan dapat menjadi pembelajaran untuk pengembangan
monitoring dan evaluasi lebih lanjut.

Supervisi

Supervisi merupakan proses bimbingan dan arahan kepada petugas sehingga
mampu melaksanakan tugasnya secara efektif. Adapun fungsi dari supervisi
adalah: memberikan motivasi dan bimbingan kepada petugas; berbagi data
dan pedoman; monitoring dan evaluasi kinerja petugas dan unit; mencari
jawaban dari tantangan yang dihadapi sehari-hari dan memfasilitasi serta
memberikan dukungan secara organisasi.

Tujuan:
Memastikan kualitas dari layanan dan semua intervensi sesuai dengan

petunjuk teknis yang tersedia.

Sasaran Supervisi

Sasaran dari supervisi adalah:

* Unit Pelaksana, terutama Klinik IMS, Petugas Penjangkauan dan Peer
Educator di tingkat lapangan.

* Manajemen pendukung dan sistem monitoring di tingkat kabupaten/
kota
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Metode Supervisi

Tim Supervisor:

» Tim supervisor harus dibentuk di setiap tingkat administrasi. Tim
supervisor dapat merangkap sebagai tim monitoring,.

= Seperti halnya di dalam monitoring, supervisor mengembangkan
daftar tilik supervisi yang akan digunakan sebagai alat Bantu. Dalam
hal ini daftar tilik yang maksud adalah daftar PKPK dan MKD

= Peran supervisor mensupervisi kegiatan PPB dengan memonitoring,
memberikan bimbingan dan motivasi kepada tim pelaksana PPB
sehingga hasil pelaksanaan PPB dapat dijamin kualitas programnya

Pelaksanaan Supervisi

= Supervisi seharusnya dilaksanakan dengan pendekatan supervisi
yang membangun atau Supportive Supervision yang pada dasarnya
dapat berupa kegiatan mentoring, komunikasi dua arah, berfokus
pada proses dan berkelanjutan.

» Kunjungan supervisi harus dijadwalkan sedapat mungkin setiap
bulan untuk setiap unitnya, dengan membuat kesepakatan waktu
dengan unit yang akan dikunjungi, di mana penanggung jawab unit
tersebut berada di tempat untuk hadir dalam pertemuan akhir.

» Sebelumnya Tim akan mengumpulkan informasi yang terkait dari
laporan yang dikirim oleh para unit pelaksana.

*» Tim mengunjungi unit pelaksana dan mengumpulkan informasi
(gunakan monitoring tools, catatan klinik dan register klinik, laporan
yang ada).

» Tim juga membandingkan kegiatan yang dilaksanakan dengan
prosedur tetap (Protap), petunjuk teknis (Juknis), atau Petunjuk
pelaksanaan (Juklak) di dalam pedoman yang ada melalui
pengamatan dan diskusi.

*» Tim membuat analisis atas informasi yang ada, mengidentifikasi
masalah yang ada dan membuat rekomendasi untuk meningkatkan
kualitas pelayanan. Rekomendasi yang segera akan mempercepat
peningkatan kualitas.

» Memberikan penyegaran kala karya pada setiap kesempatan atas
ketrampilan yang dipandang masih perlu ditingkatkan.

* Memberikan umpan balik yang membangun kinerja.

» Untuk daerah yang luas supervisi dapat dilaksanakan melalui sistem
telekomunikasi, seperti internet, fax, SMS, atau radio yang saat ini
sudah biasa digunakan.
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» Dapat dikembangkan system informasi terbuka sepert web site, untuk
publikasi prosedur tetap yang perlu diakses dan diikuti oleh unit
pelaksana.
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